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ABSTRAK 
 
M.Sahid Jaya Rahman Putra (B111 10 437), Tinjauan Psikologi 
Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim pada Delik 
Perkosaan di bawah bimbingan Wiwie Heryani dan Ratnawati. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan seorang 
Hakim dalam memberikan putusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
seorang Hakim secara psikologis dalam menjatuhkan putusan pada delik 
perkosaan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang mengambil 
lokasi penelitian di tiga tempat  Pengadilan Negeri yang berbeda yaitu 
Pengadilan Negeri Kota Makassar, Kabutapen Sungguminasa Gowa dan 
Maros dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta 
melakukan pengumpulan data yang berkenaan dengan objek penelitian. 
 Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa pertimbangan-
pertimbangan Hakim selain daripada faktor normatif dapat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain, seperti penafsiran-penafsiran seorang Hakim diluar 
faktor normatif ataupun keadaan latar belakang dari seorang Hakim serta 
kondisi internal persidangan maupun eksternal dari persidangan. Keadaan 
seorang Hakim sangat berperan penting dalam penjatuhan putusan 
terhadap delik perkosaan, Hakim dituntut untuk tetap mengikuti segala 
jenis bentuk peraturan normatif yang berkaitan dengan delik perkosaan 
(KUHP Bab XIV) selain itu Hakim juga dituntut untuk selalu tetap 
mengikuti UU No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang 
menerangkan secara jelas tugas seorang Hakim, tetapi secara nurani 
Hakim tidak dapat mengesampingkan keadaan psikologis dalam lingkup 
pengadilan baik keadaan Hakim itu sendiri, korban maupun terdakwa. 
Dalam penelitian ini disimpulkan keadaan psikologis dapat menjadi salah 
satu faktor dalam penjatuhan putusan tetapi tentunya tidak meninggalkan 
fakta-fakta dalam persidangan di pengadilan, karena Hakim berpendapat 
tujuan hukumlah yang ingin dicapai dalam sebuah penjatuhan putusan 
yaitu apabila adanya kepastian hukum dalam putusan maka didalamnya 
harus tercapai keadilan dan terdapat kemanfaatan bagi setiap pihak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Selama beberapa Tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak 
menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat massal maupun yang 
dilakukan secara individual. Masyarakat mulai merasa resah dengan 
adanya berbagai kerusuhan yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. 
Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih 
rentan untuk menjadi korban kekerasan.  
Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan 
secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan 
atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Hayati1 yang mengatakan bahwa kekerasan 
pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-
verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap 
seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek 
negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang 
menjadi sasarannya. 
Kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia , menunjukkan 
bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait 
pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban maupun keluarga 
                                                          
       1 Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, 2000, 
hlm.27-28. 
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korban serta timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Salah satunya 
adalah kasus perkosaan yang terjadi di Kecamatan Padang Ulak Tanding, 
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada bulan April 2016 yang 
disertai kekerasan dan penganiyayaan berujung pembunuhan, yang 
dimana korban merupakan seorang siswi SMP di Bengkulu. 
Kejadian berawal ketika korban yang saat itu baru saja pulang dari 
sekolah dengan seorang diri dengan membawa sebuah taplak meja serta 
bendera merah putih untuk dicuci kemudian digunakan sebagai persiapan 
upacara pada hari senin,yang kemudian korban dicegat serta disekap oleh 
14 orang pemuda yang sebelumnya berpesta tuak atau minuman keras. 
Korban kemudian mengalami kekerasan dibagian kepala dengan benda 
tumpul, kemudian kaki dan tangan korban diikat, leher dicekik serta 
korban kemudian mengalami kekerasan secara seksual secara berulang 
kali dalam keadaan hidup hingga mati yang kemudian mayat korban 
dibuang ke jurang. 
Kejadian tersebut dilakukan oleh 14 orang pemuda yang dilakukan 
secara bersamaan disertakan dengan kekerasan yang berujung 
pembunuhan, yang dimana ke 14 orang pelaku tersebut beberapa 
diantaranya adalah  anak di bawah umur dan anak putus sekolah. 
Pada awal bulan mei 2016 sidang dengan agenda pembacaan 
tuntutan akhirnya dilaksanakan dimana 7 terdakwa diberikan hukuman 
penjara 10 Tahun penjara dan beberapa tersangka dewasa masih 
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menunggu proses pelimpahan berkas ke kejaksaan Negeri Rejang 
Lebong. 
Bukan hanya di Provinsi Bengkulu saja, tetapi Provinsi Sulawesi 
Selatan tepatnya di Kota Makassar kerap terjadinya kasus perkosaan 
yang meresahkan masyarakat, salah satu kasus yang menyita perhatian 
khalayak terjadi pada pertengahan Tahun 2015. 
Kejadian tersebut berawal ketika seorang wanita yang merupakan 
salah satu Mahasiswi perguruaan tinggi swasta di Kota Makassar, 
melintas menggunakan sepeda motor dijalan Urip Sumoharjo, Kecamatan 
Panakukang Makassar, tepat Tanggal 06 Juli 2015,ketika melewati Wisma 
Benhill sekitar pukul 23.30 WITA Korban yang merupakan Mahasiswa 
jurusan Farmasi di salah satu Perguruan tinggi swasta, dicegat dan 
diberhentikan secara paksa oleh tiga orang laki-laki, ketiga orang laki-laki 
tersebut mengancam sang korban dengan senjata tajam berupa anak 
panah/busur. 
Korban sebelumnya mangadakan kerja kelompok bersama teman- 
temannya yang kemudian selesai pada saat tengah malam, korban 
kemudian berniat pulang kerumah ketika diberhentikan oleh ketiga laki-laki 
tersebut, dalam prosesnya Korban sempat memberikan perlawanan, 
tetapi korban tidak mampu melawan lebih lama, ketika salah satu dari 
pelaku mengancam untuk membuang korban di saluran pembuangan atau 
kanal disekitar tempat kejadian, Korbanpun pasrah ketika ketiga pelaku 
melancarkan nafsu bejatnya. 
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Sebelum Korban disetubuhi, korban yang masih berusia 21 Tahun 
tersebut disekap dibagian mulut oleh sebuah baju dari salah satu pelaku, 
diseret kebawah sebuah jembatan,yang kemudian disetubuhi secara 
bergantian oleh pelaku secara berulang kali, dua dari tiga pelaku 
melakukan perbuatan bejat tersebut sebanyak tiga kali dan satu dari 
mereka melakukannya sebanyak dua kali. 
 Kejadian tersebut akhirnya dipergoki oleh salah seorang pejalan 
kaki yang kebetulan pada malam tersebut melintas di tempat kejadian, 
sontak ketiga pelaku tersebut berlari dan membawa kabur sepeda motor 
Korban, Korbanpun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang 
yang kemudian berhasil membekuk ketiga pelaku dikediaman para 
masing-masing pelaku. 
Selain adanya tindak kekerasan dan perkosaan yang dialami oleh 
Korban, kejadian tersebut juga berujung pada tindak pelanggaran lainnya 
berupa pencurian, dua buah telepon genggam dan satu buah sepeda 
motor raib diambil oleh ketiga pelaku. 
Dalam fakta persidangan terungkap bahwasanya ketiga pelaku yang 
berprofesi sebagai tukang parkir tersebut, jauh-jauh hari merencanakan 
hal bejat itu, nahasnya hal tersebut menimpa mahasiswi yang dikenal 
pintar dan baik hati oleh kerabat dan teman-temannya tersebut, Korban 
kini mengalami trauma dan merasa malu akan hal memilukan tersebut. 
Pada Tanggal 12 Agustus 2015, Pengadilan Negeri Kota Makassar 
menyatakan ketiga pelaku bersalah atas perbuatan mereka dan 
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menjatuhkan vonis selama 7 Tahun kurungan penjara kepada masing-
masing pelaku, sebelumnya Jaksa penuntut umum memberikan vonis 
yang lebih berat yaitu 8 Tahun kurungan penjara, tetapi Hakim yang 
memberikan vonis lebih ringan dengan 7 Tahun kurungan penjara. 
Dalam pengambilan putusan setiap pelaku diadili oleh Hakim yang 
berbeda-beda atau Hakim tunggal, dalam pengambilan putusan tersebut 
tentunya Hakim melihat faktor-faktor yang terkait bagi korban maupun 
ketiga pelaku dan tetap harus melihat peraturan yang berlaku. 
Garis besar yang dapat ditarik dari kedua kasus perkosaan di atas 
adalah penjatuhan vonis oleh seorang Hakim  dapat berbeda-beda,hal 
tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang dilihat oleh masing-masing 
Hakim yang berbeda-beda pula, perbedaan penafsiran maupun 
perbedaan acuan dalam memutuskan kasus perkosaan tersebut tidak 
dapat diacuhkan begitu saja, melainkan dapat menjadi sebuah putusan 
yang adil maupun tidak bagi orang-orang yang terkait didalamnya. 
Berdasarkan beberapa kasus di atas begitu banyak faktor yang 
dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan disertai kekerasan atau 
dengan kejahatan lainnya. Dalam kasus di atas faktor pendidikan serta 
perhatian orang tua terhadap lingkungan sekitarpun dibutuhkan, beberapa 
faktor dari kasus perkosaan di atas juga dapat mempengaruhi putusan 
seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkosaan, 
yang kemudian putusan tersebut dapat mencerminkan  perilaku 
masyarakat. 
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Akibat hal ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan 
perhatian selayaknya, ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) 
masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan 
konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku. 
Kondisi ini terjadi oleh karena KUHP masih mewarisi nilai-nilai 
pembalasan dalam KUHP. 
Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan 
utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen 
dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala 
kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa 
dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana 
tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang 
sama ini dan masyarakat merasa tenteram karena dilindungi oleh hukum, 
seperti yang ada dalam KUHP pada Pasal 285 yaitu “Barang siapa yang 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena 
perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua 
belas Tahun” 
Tentunya kita juga harus melihat peran seorang Hakim dalam 
memberikan putusan kepada pelaku delik perkosaan, faktor-faktor apakah 
yang mempengaruhi seorang Hakim dalam penentuannya memberikan 
sanksi, tentunya hal tersebut dilihat dari keadaan psikologis dari Hakim 
yang bersangkutan, sebab keadaan psikologi seseorang dalam hal ini 
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seorang Hakim juga ditentukan oleh jenis kelamin Hakim tersebut dan 
keadaan lingkungan Hakim tersebut baik lingkungan internal maupun 
eksternal. 
Hakim dalam hal ini tetap berpegang teguh untuk mencapai tujuan 
hukum itu sendiri dengan memberikan kepastian hukum, keadilan dan ada 
manfaat yang diberikan oleh Hakim dalam memutuskan sebuah delik 
perkosaan, sebelumnya telah diungkapkan hal ini bukan hanya 
menyangkut dari pelaku delik perkosaan tetapi juga Hakim perlu melihat 
korban sebagai orang yang mendapatkan kerugian. 
Hakim dituntut untuk dapat menguasai setiap peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan delik perkosaan untuk dapat 
memberikan putusan, yang dimana putusan tersebut nantinya bersifat 
tetap sehingga seorang Hakim dituntut untuk menggunakan nalar hukum 
untuk mempertimbangkan putusan. 
Adapun hal yang perlu dilihat kembali adalah ketika seorang Hakim 
memberikan sebuah putusan dalam delik perkosaan, seorang Hakim 
dapat dipengaruhi oleh beberapa landasan teori yang disebutkan oleh 
Mackenzie2, seperti contohnya adalah seorang Hakim melihat dalam 
sebuah putusan terdapat pola keseimbangan yang menegaskan 
bahwasanya putusan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang,kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan 
dengan perkara, seperti misalnya adanya keseimbangan berkaitan 
                                                          
       2 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. 2010. Hal 102 
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dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan 
korban, selain itu teori lain yang dapat dilihat pada putusan seorang 
Hakim adalah teori pengalaman, yang dapat dikatakan pengalaman 
seorang Hakim dapat dikatakan sebagai pengaruh dalam menetukan 
kasus yang serupa, sehingga Hakim dapat melihat kesamaan unsur 
dalam perkara dalam hal ini delik perkosaan, beberapa teori tersebut 
menguatkan bahwa peran seorang Hakim tentunya baik secara psikologis 
ataupun nonpsikologis dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim. 
Seorang Hakim sangatlah besar perannya dalam meciptakan 
keputusan yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan 
bermasyarakat, Hakimpun diatur oleh peraturan yang menuntut untuk 
tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan perannya, tetapi 
tidak dapat dikesampingkan bahwa Hakim juga merupakan seorang 
manusia yang memiliki nurani, yang dimana hal tersebut dapat 
mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan putusan. 
Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan 
yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan 
orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang sudah 
ada dalam KUHP Ancaman hukuman dalam Pasal 285 ini ialah pria yang 
memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut 
telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan. 
Seperti yang sudah dijelaskan di atas apa yang dimaksud dengan 
tindak pidana perkosaan. Maka masyarakat harus bisa berhati-hati dan 
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lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan dan kasus perkosaan 
menjadi masalah yang harus segera dibenahi di Indonesia agar tidak 
merusak citra dan moral bangsa Indonesia dan tentunya Hakim sebagai 
penentu dalam sebuah putusan harus tetap berdasarkan dengan 
peraturan yang ada. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membahas 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan 
pada delik perkosaan? 
2. Apakah faktor psikologi hukum yang mempengaruhi seorang 
Hakim memberikan putusan dalam delik perkosaan?  
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 
1. Untuk mengetahui perspektif psikologi hukum dalam melihat 
pertimbangan-pertimbangan apa saja yang diperlukan oleh 
Hakim dalam memberikan putusan  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengambilan putusan oleh Hakim dalam delik perkosaan. 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai bahan informal/ referensi bagi kalangan akademis 
dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan 
tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah 
umur. 
b. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, 
khususnya pada bagian hukum masyarakat dan 
pembangunan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 
mencegah terulangnya peristiwa yang serupa. 
b. Sebagai bahan masukan bagi Hakim dalam memberikan 
sebuah putusan dalam delik perkosaan. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Psikologi Hukum 
1. Pengertian psikologi  
Dalam perjalanan sejarahnya yang singkat, psikologi telah 
didefinisikan dalam berbagai cara. Para ahli psikologi terdahulu  
mendefinisikan bidang meraka sebagai “studi kegiatan mental“. 
Dengan berkembanganya aliran behaviorisme pada awal abad ini 
dengan penekanan studinya hanya pada fenomena yang dapat 
diukur secara objektif, psikologi didefinisikan sebagai “studi 
mengenai perilaku.3 
Pengertian psikologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal 
maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku.4 Selain itu, ilmu 
pengetahuan tetang gejala dan kegiatan jiwa. Untuk lebih 
mengetahui mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai 
pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi.5 
a. Ernest Higert dalam bukunya Introduction to Psychology: 
“Psychology may be defined is the science that studies 
the behavior of man and other animal” (Psikologi adalah 
ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan 
lainnya). 
                                                          
       3 Rita Atkinson, dkk, Pengantar Psikologi,Edisi Kedelapan, 1983, hlm. 18. 
       4 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm.901. 
       5 Alex Sobur, Psikologi Umum, 2003, hlm.32. 
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b. Geoge A. Miller dalam bukunya Psychology and 
Communication: “Psichology is the science that attamp to 
discribe, predict, and control mental and behavior events” 
(Psikologi adalah ilmu yang mencoba menjelaskan, 
memprediksi, dan mengontrol mental dan tingkah laku). 
c. Clifford T. Morgan dalam bukunya Introduction to 
Psychology: ”Psychology is the science of human and 
animal behavior” (Psikologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang tingkah laku manusia dan hewan). 
d. Robert S. Woodworth dan Marquis DG dalam bukunya 
Psychology: ”Psychology is the scientific studies of 
indiviual activities relation to the inveronment ” (Psikologi 
adalah yang  mempelajari tentang aktifitas  dan tingkah 
laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya). 
Bimo Walgito memberikan definisi tentang psikologi bahwa 
psikologi itu merupakan suatu ilmu yang meneliti serta mempelajari 
tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas, dan perilaku serta aktivitas 
itu sebagai manivestasi hidup kejiwaan. Perilaku atau aktivitas 
disini adalah dalam pengertian luas, yaitu perilaku yang menampak 
(overt behavior) dan juga perilaku yang tidak menampak (inert 
behavior) baik aktivitas motorik, aktifitas kognitif, maupun aktivitas 
emosional.6 
                                                          
       6 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 2004, hlm.10. 
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Dari uraian mengenai beberapa pengertian psikologi 
menurut para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
istilah psikologi adalah ilmu yang mengamati, menguraikan, 
meramalkan tingkah laku manusia dan mengendalikan serta 
mengontrol akibat dari tingkah laku manusia dan melihat akibat dari 
tindakan manusia dalam hubungannya dilingkungan sekitar. 
2. Pengertian Psikologi Hukum 
Psikologi hukum merupakan bidang yang baru dalam kajian 
ilmu hukum. Psikologi hukum ini lahir sekitar Tahun 1960-an, Letak 
psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris 
terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum 
dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai 
subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. 
Pendekatan psikologi hukum menekankan kemampuan 
manusia dalam hukum, termasuk dari perundang-undangan dan 
putusan Hakim. Hal ini  sama dengan kajian sosiologi hukum dan 
antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian dalam 
kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya 
pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang 
bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan 
kontribusi terhadap timbulnya perilaku itu.7  
                                                          
       7 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, 2008. hlm. 9 
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Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh 
polisi, korban, Hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir 
lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum. Psikologi hukum 
berasumsi bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum ini 
mempengaruhi cara kerja sistem hukum. Di dalam karakteristik 
tersebut, tercangkup kemampuan dari orang-orang tersebut, 
perspektif mereka, nilai-nilai mereka, pengalaman mereka serta 
seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Contohnya, 
apakah seorang personel polisi akan memutuskan menangkap 
seorang pelanggar ketentuan lalu lintas atau membiarkannya pergi 
setelah diperingati?, Apakah seorang terdakwa dan pengacaranya 
menerima tawaran untuk mengaku bersalah dari jaksa penuntut 
umum untuk meringankan pidananya, atau mereka tetap mengaku 
tidak bersalah?,  Apakah seorang Hakim yang bersuku A akan 
lebih bersimpati terhadap terdakwa yang bersuku A?.8 
Menurut Soerjono Soekanto: 
“Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha 
menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-
gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari 
perilaku atau sikap tindak tersebut”.9 
Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa 
masalah-masalah yang ditujukan akan berkisar pada soal-soal 
berikut : 
                                                          
       8 ibid ., hlm. 9-10 
       9 Achmad Ali, Mengembara Di Belantara Hukum, 1990, hlm. 188. 
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1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap 
kaedah hukum. 
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian 
terhadap pelanggaran kaedah hukum. 
3. Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa 
tertentu.10 
Menurut Blackburn mengatakan bahwa bidang Psyco-legal 
issues meliputi penelitian dalam kesaksian, pengambilan keputusan 
juri atau Hakim , bidang kriminologi meliputi penelitian sebab, 
langkah preventif dan kuratif perilaku kriminal dan perdampingan di 
pengadilan dilakukan melalui peran sebagai saksi ahli di 
pengadilan.11 
Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 
mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan 
jiwa manusia (Drever .J.A,Dictionary of Psychology Penguins 
Books, 1976).12 
Menurut Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 
psikologi hukum merupakan kenyataan yang menyoroti hukum 
sebagai perikelakuan atau sikap antara lain mencakup beberapa 
cabang metode studi yang berusaha memepelajari hukum secara 
lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi 
                                                          
       10 ibid., hlm.188-189. 
      11 Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam 
Perkara Pidana, 2005, hlm. 4.  
       12 Hendra Akhdiat dan Roesleny  Marliani, Psikologi Hukum, 2011, hlm.126. 
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hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah 
hukum.13 
Sedangkan menurut Bartol dan Bartol menyatakan bahwa 
peran psikologi hukum dapat dibedakan sebagai peneliti yang 
meneliti aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti 
ingatan saksi, pengambilan keputusan Hakim/juri, perilaku kriminal) 
dan profesi psikologi hukum yang memberikan konsultasi psikologi 
dalam permasalahan hukum.14 
 Fokus utama dalam kajian psikologi hukum lebih terfokus 
pada partisipan utama dalam proses penegakan hukum itu sendiri 
yakni :15 
1. Saksi mata; 
2. Tersangka dan atau terdakwa; 
3. Korban kriminal; 
4. Jaksa Penuntut Umum; 
5. Pengacara; 
6. Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri); dan 
7. Terpidana 
 Dalam perspektif psikologi hukum, perilaku para partisipan 
dalam sistem hukum tidak hanya merupakan hasil dari kualitas 
internal mereka, tetapi  juga dari lingkungan di mana mereka 
bekerja. Kualitas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan 
                                                          
       13 ibid. 
       14 op.cit. 
       15 Achmad Ali,  Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, 2008,hlm.10. 
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situasi dapat mempengaruhi perilaku individu. Jaksa penuntut 
umum dapat merekomendasikan tuntutan pidana yang lebih berat 
bagi seorang penjahat berat, jika kasusnya telah banyak 
dipublikasikan, dimana reaksi marah dari masyarakat sangat besar 
terhadap kasus kejahatan itu. Jaksa penuntut umum juga memiliki 
kepentingan untuk promosi jabatannya. Demikian juga, di dalam 
sistem peradilan juri, dimana seorang juri yang mengemukakan 
putusan bersalah, mungkin sebagai hasil dari pengaruh juri lain, 
jika juri  lain secara bersemangat menyatakan ketidaksalahan 
terdakwa. Pendekatan psikologi  hukum berkonsentrasi terhadap 
perilaku para partisipan dalam sistem hukum. Semua anggota 
masyarakat merupakan partisipan aktif dalam sistem tersebut, 
meskipun ada yang tidak langsung memegang posisi yang memiliki 
otoritas penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara langsung 
terkait dengan pemberian keadilan.16 
Adapun ruang lingkup dan subjek bahasan dalam kajian 
psikologi hukum yang dikemukakan secara sangat terperinci oleh 
Brian L. Cultler 17 yaitu sebagai berikut : 
1. Criminal Competences (Kompetensi Kriminal) 
2. Criminal Responsibility (Petanggungjawaban Pidana)  
3. Death Penalty (Pidana Mati) 
4. Divorce dan Child Custody (Perceraian dan Pemeliharaan Anak) 
                                                          
       16 ibid . 
       17 Achmad Ali, Buku Ajar Psikologi Hukum Fakultas Hukum Unhas, 2009, hlm.5-6. 
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5. Education and Professional Development (Pendidikan dan 
Perkembangan Profersinal) 
6. Eyewitness Memory (Ingatan Saksi Mati) 
7. Forensic Assessment In Civil And Criminal Case (Penilaian 
forensic dalam kasus perdata dan pidana) 
8. Juvinile Offenders (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak) 
9. Mental Health Law (Hukum Kesehatan Mental) 
10.  Psychological and Forensik Assessment Instruments 
(Instrument Penilaian Psikologis Dan Forensik) 
11. Psychological of Criminal Behavior (Psikologi Tentang Prilaku 
Kriminal) 
12. Psychology of Policing and Investigations (Psikologi polisi dan 
dan investigasi) 
13.  Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan Penahanan/ 
pemenjaraan) 
14. Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment 
(Penilaian  Forensik Terhadap Gejala dan Penyakit yang 
Relevan) 
15. Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan) 
16. Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terhadap Kejahatan) 
17. Violence Risk Assessment (Penilaian Resiko Kekerasan) 
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Ketujuh belas ruang lingkup dan subjek balasan psikologi 
hukum yang dikemukakan oleh Brian L. Cutler di atas merupakan 
materi kajian psikologi menurut versinya sendiri. 
Selain ruang lingkup dan subjek bahasan psikologi hukum 
yang dikemukakan oleh Brian. L Cutler di atas, adapula jenis-jenis 
pendekatan yang dilakukan terhadap psikologi hukum, antara lain 
ada empat pendekatan yang dikemukakan oleh Blackburn,18  
1. Psychology in Law   
2. Psychology and Law 
3. Psychology of Law  
4. Psychology in the courts or Forensic Psychology 
Menurut Blackburn19,Psychology in law (Psikologi dalam 
Hukum) mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi 
hukum di dalam hukum, seperti persoalan kehandalaan kesaksian 
mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu  
atau ayah untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam 
kasus perceraian. 
 Psychology and law (Psikologi dan hukum) mencakupi, 
contohnya riset psikologi tentang para pelanggar hukum, juga riset-
riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokad, jaksa, dan Hakim. 
 Psychology of law (Psikologi tentang hukum) digunakan 
untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, 
                                                          
       18 ibid.,hlm.7.  
       19 ibid.,hlm.8. 
20 
 
mengapa orang mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang 
perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi 
dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan cotohnya 
adalah pro kontra terhadap hukman mati, sebagai akibat adanya 
perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga. 
 Forensic psychology (Psikologi Forensik) menunjukkan 
penyedian langsung informasi psikologi untuk pengadilan-
pengadilan, sehingga dinamakan juga psychology in the courts. 
Salah satunya contohnya, jika majelis Hakim meminta agar 
terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat 
memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan 
suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam 
hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada prinsipnya ditentukan bahwa salah 
satu alasan menghilangkan sifat tindak pidana 
(strafuitsluitingsground), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana 
seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak 
waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya 
terganggu oleh suatu penyakit (gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens). Sehubungan 
dengan ketidakwarasan itu, ada hal yang harus diketahui, bahwa 
seorang terdakwa baru dapat bebas dari pemidanaan, jika kondisi 
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daya pikir pelaku itu yang menyebabkan perbuatannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Si pelaku. Jadi kondisi 
ketidakwarasan psikologis pelaku, tidak selalu secara otomatis 
membebaskannya dari pemidanaan. Disinilah harus disadari 
betapa pentingnya peran psikologi forensik untuk mengetahui hal-
hal yang berkaitan dengan ketidakwarasan.20  
Dari beberapa uraian tentang pengertian Psikologi Hukum di 
atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Psikologi Hukum 
merupakan  bidang yang melihat sebuah hukum yang ditempatkan 
dalam kemampuan manusia sebagai individu dalam bertindak, 
melihat dampak yang ditimbulkan dan faktor-faktor yang 
mendorong tindakan manusia yang dapat mempengaruhi cara kerja 
sistem hukum. 
B. Psikologi Pengadilan 
1. Meramalkan putusan pengadilan 
Beberapa Kalangan hukum banyak yang tidak menyadari 
bahwa perilaku mereka secara kental menampakkan nuansa 
psikologi, dan oleh karena ini, dengan menggunakan teori-teori 
psikologi, perilaku hukumpun dapat diprediksi, termasuk 
putusan Hakimpun dapat diprediksi.21  
Berbagai ketentuan yang berhubungan dengan proses 
dipengadilanpun dibuat karena adanya nuansa psikologis, 
                                                          
       20 ibid.,hlm.10. 
       21 ibid.,hlm.134. 
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contohnya, mengapa ada larangan untuk menjadi saksi, bagi 
pihak ketiga yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan 
semenda hingga derajat tertentu, karena dikhawatirkan 
memunculkan ‘beban psikologi’ yang cukup berat bagi mereka. 
Seorang anak yang harus bersaksi, yang akibat keterangan 
kesaksiannya dapat menghancurkan kehidupan ayah 
kandungnya atau ibu kandungnya, seyogianya dilarang untuk 
menjadi saksi. Bahkan perwujudan gaya dan kepribadian 
‘tukang debat’ dan ‘ahli adu argumentasi’ dan ‘tampil 
mengintimidasi pihak lain’ dari kaum ‘lawyer’, merupakan suatu 
hasil proses pembentukan psikologi  sejak mereka duduk di hari 
pertama di  fakultas hukum.22 
Menurut Mark H. McCormark23 “sekolah hukum telah  
mengajarkan kepada mereka untuk menyembunyikan 
ketidakpastian, berapapun harganya. Sekolah hukum juga 
mengajarkan kepada mereka tentang suatu senjata yang sangat 
kuat yang dapat melakukan intimidasi).” 
2. Hukum Adalah Pengalaman 
Salah satu ajaran dari mantan Hakim Agung Amerika 
Serikat yang sangat terkenal, dan dianggap sebagai ‘the father 
of American legal Realism’, yaitu Justice Oliver Wendell 
Holmes24 mengatakan bahwa: 
                                                          
       22 ibid. 
       23 ibid. 
       24 ibid,.hlm.135. 
23 
 
“kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman. 
Dan semua aspek pragmatis dan empiris hukum adalah teramat 
penting.”  
Yang dianggap oleh Holmes sebagai hukum, adalah 
ramalan tentang apa yang yang akan diputuskan oleh 
pengadilan terhadap suatu kasus ‘in konkreto’, dan tidak ada 
yang lebih penting ketimbang hal itu. 
Faktor-faktor subjektif yang bernuansa psikologis, 
menurut kaum legal-realism adalah jauh lebih penting 
ketimbang sekedar sillogisme di dalam menentukan aturan 
hukum, yang dengannya manusia diatur, yaitu kaidah moral dan 
teori-teori politik, intuisi-intuisi dari kebijakan publik serta bahkan 
prasangka-prasangka yang sama-sama dijadikan dasar oleh 
Hakim dan kalangan penegak hukum lain. 
Kaum realis menegaskan pentingnya kajian empiris, 
mencakupi kajian psikologi, karena bagi kaum realis, seorang 
Hakim maupun penegak hukum lain dapat memenuhi fungsi-
fungsinya hanya kalau mereka secara memadai mengenal 
banyak ‘aspek hukum’ dan aspek non hukum’ yang 
mengitarinya. Mereka berpendapat bahwa jika subjek anda 
adalah hukum, maka jalan-jalannya mudah dipahami jika 
melewati antropologi, ilmu tentang manusia (psikologi), ke 
ekonomi politik, teori-teori perundang-undangan, etika, dan 
dengan demikian berarti melewati semua jalan ke pandangan  
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hidup anda yang final untuk menguasai setiap pengetahuan, 
maka anda harus menguasai bidang-bidang lain yang ada di 
sampingnya. 
Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa hukum tidak 
dapat dibutirkan jika hanya melakukan penyelidikan terhadap 
aturan-aturan hukum, pemusatan perhatian hanya pada aturan-
aturan tersebut justru akan  membahayakan profesi hukum, 
karena pemusatan seperti itu akan mengarah pada pengabaian 
terhadap konteks yang lebih luas yang telah memberikan 
makna sosial bagi hukum.25  
3. Pengaruh pandangan moral dalam perilaku hukum 
Menurut Holmes,26 standar-standar moral serta prinsip-
prinsip moral yang dianut oleh Hakim (dan juga penegak hukum 
lain) secara psikologi sangat mempengaruhi keputusan dan 
kebijakan mereka, dan karena putusan Hakim adalah hukum 
maka itu berarti, standar-standar moral dan prinsip-prinsip moral 
Hakim ikut berpengaruh dalam pembuatan “judge made law” 
(hukum buatan Hakim, yaitu putusan). 
4. Sudut pandang “orang Jahat” 
Konsep Holmes lainnya yang juga memiliki nuansa 
psikologis adalah konsepnya  tentang “the point of view of the 
                                                          
       25 Ibid.,hlm.136-137. 
       26 ibid.,hlm.137. 
25 
 
bad man” (sudut pandang “orang Jahat”). Menurut Holmes27 
jika kita ingin mengetahui tentang hukum, kita harus 
memandangnya sebagai seorang jahat yang hanya peduli 
terhadap akibat-akibat yang bersifat materil, yang dengan 
pengetahuan seperti itu, si orang jahat itu dimungkinkan untuk 
meramalkan apa yang didalam realitanya mungkin dilakukan 
oleh pengadilan. Hukum dipandang oleh holmes sebagai ‘a set 
of consequences’ (seperangkat konsekuensi-konsekuensi). Kita 
memahami hukum ketika kita dapat meramalkan dengan 
kepastian tertentu, apa yang dihasilkan oleh perilaku pengadilan 
(Hakim), ketika pengadilan (Hakim) dihadapkan dengan kasus 
in konkreto. 
Secara psikologis, yang berkaitan dengan ‘kesadaran’, 
maka konsep tentang ‘legal duty’  (kewajiban hukum), paling 
baik dipahami jika konsep itu di pandang ‘orang jahat’. Dalam 
pandangan si orang jahat, ‘kewajiban hukum’ itu dipahaminya 
sebagai ‘suatu ramalan bahwa kalau ia melakukan hal-hal 
tertentu, maka ia akan menjadi sasaran dari akibat-akibat yang 
tidak menyenangkan.28 
 
 
                                                          
       27 ibid. 
       28 ibid.,hlm.138. 
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C. Pengertian Delik dan Unsur –unsur Delik 
1. Pengertian Delik 
Istilah delik atau tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal 
dalam hukum pidana Belanda yaitu Straafbar feit. Walaupun istilah 
ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS 
Hindia Belanda (KUHP),tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 
apa yang dimaksud tentang Straafbaar feit itu. Oleh karena itu, 
Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. 
Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.29 
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan 
yakni “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak 
pidana”.30 
Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vos 
yang merumuskan delik itu sebagai “kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan 
manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana”.31  
Lain halnya dengan Pompe yang  mengemukakan pengertian 
terhadap Strafbaar Feit dari dua segi yaitu: 
a. Segi teori, Strafbaar feit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
                                                          
       29 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, 2001, hlm.67. 
       30 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hlm. 84. 
       31 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 1994, hlm.88.  
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dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
hukum. 
b. Dari segi hukum positif, Strafbaar feit itu sebenarnya adalah 
tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu 
rumusan undang-undang yang dapat dihukum.32 
Tindak pidana atau delik menurut wujud  dan sifatnya  adalah 
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini 
merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 
menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang 
dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial juga dapat 
dikatakan sebagai suatu tindak pidana.33  
Lain halnya dengan Andi Zainal, yang berpendapat bahwasanya 
pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal 
dari bahasa latin “delictum” dan “delicta” : 
a. Bersifat Universal, semua orang mengenalnya; 
b. Bersifat ekonomis karena singkat; 
c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatannya yang 
dipidana, tetapi orangnya); 
d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi.34 
                                                          
       32 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, 1997, hlm.182. 
       33 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I,1995, hlm.74.  
       34 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, 2005, hlm.7. 
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Jadi dari segi teori, seseorang dapat dihukum apabila tindakannya 
itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan demikian untuk 
menjatuhkan hukuman (pidana) tidak cukup apabila hanya terdapat 
delik atau tindak pidana (Strafbaar feit) tetapi juga harus ada orang 
yang dapat dipidana (Strafbaarfeit person). 
 Namun sebenarnya, dalam teori saja perbedaan tentang 
delik itu penting untuk dibicarakan, sedangkan dalam praktik 
hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan 
dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat 
tuntutan disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan 
hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan, dan tidak mengacu pada salah satu pendapat 
teoritis. 
2. Unsur-unsur delik  
Setelah kita mengetahui pengertian delik atau Strafbaar feit, maka 
untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam mengenai apa itu delik, 
sehingga perlu juga dipahami tentang apa itu unsur-unsur delik. 
Manfaat memahami unsur delik adalah tidak lain agar memahami 
tentang isi dari pengertian delik itu sendiri. 
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Secara umum , delik dapat dibedakan menjadi dua unsur. Unsur-
unsur itu sendiri terdiri dari; 
1. Objektif 
Yaitu suatu tindakan atau (perbuatan) yang bertentangan 
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama 
dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. 
2. Subjektif 
Yaitu perbuatan seseorang berakibat tidak dikehendaki oleh 
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang).35  
Dengan melihat unsur-unsur di atas maka syarat untuk 
dijatuhkan pidana yaitu ada suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau beberapa orang. 
D. Tinjauan Umum Delik Perkosaan 
Dalam delik perkosaan dapat dikategorikan menjadi delik 
kesusilaan, delik kesusilaan merupakan permasalahan yang paling 
sering menjadi topik pembicaraan baik bagi para ahli hukum 
maupun topik pembicaraan dalam media elektronik, Sayangnya hal 
tersebut masih kurang jelas bagi masyarakat indonesia. Delik 
kesusilaan  ini tentunya berhubungan erat dengan norma 
kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga merupakan 
                                                          
       35 R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, 2005, hlm.175. 
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hal yang berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lainnya 
dalam masyarakat. 
. keadaan tersebut menimbulkan setidaknya perbedaan 
norma terhadap perbuatan yang termasuk kesusilaan, rasa susila 
terhadap masyarakat, meskipun sebagian besar memiliki 
kesamaan bahkan secara umum, akan tetapi ada perbedaan 
perbuatan yang pastinya dapat dinilai berbeda antara kelompok 
masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. 
 Dalam perundang-undangan sendiri tidak pernah 
memberikan pengertian spesifik tentang apa yang dimaksud 
dengan pelanggaran kesusilaan melainkan lebih merincikan  
bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan. 
Dalam hal ini kesusilaan dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran yang berbau atau berhubungan dengan seks  
sedangkan dalam hal yang tidak bersangkutpaut dengan seks 
adalah kesopanan. 
1. Delik perkosaan dan unsur-unsurnya 
Delik perkosaan ini diatur dalam Bab XIV KUHP, yang 
dimana delik perkosaan merupakan tindak pidana yang erat 
kaitannya dengan  delik kejahatan terhadap kesusilaan, 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
pelanggaran yang berhubungan dengan seks adalah pelanggaran 
kesusilaan. 
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Delik perkosaan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 285 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan 
ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 
dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya dua belas Tahun” 
Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
delik perkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan. 
Namun apabila korban dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, 
delik perkosaannya telah diatur dalam Pasal 286 KUHP yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“ Barang siapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan 
padahal di ketahuinya wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak 
berdaya diancam pidana penjara paling lama sembilan Tahun” 
Dari Pasal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa garis besar delik 
perkosaan adalah suatu perbuatan pelanggaran kesusilaan yang 
dilakukan pada saat seoarang korban tidak berdaya atau dalam 
keadaan pingsan akan memperoleh sanksi pidana penjara paling 
lama 9 Tahun. 
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Dari contoh Pasal di atas maka ada yang disebut dengan unsur 
delik perkosaan yang terpenuhi yaitu persetubuhan, keadaan tidak 
sadar atau pingsan sehingga dapat dikenakan Pasal 286 tersebut. 
Dengan demikian apabila satu unsur telah terpenuhi atau lebih, 
maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersbut sudah 
dapat diijatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal terkait dalam KUHP. 
 Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat  
meresahkan bagi masyarakat di Indonesia terkhusus dalam hal ini 
wanita dan anak perempuan, sebab terkadang tindak pidana ini 
didahului oleh pelanggaran norma- norma lainnya dan juga dapat 
berujung terhadap tindak pidana berat lainnya. Sehingga 
pelanggaran kesusilaan ini tentunya dapat memberikan dampak 
yang tidak baik bagi korban, bukan hanya kerugian secara fisik 
tetapi yang terpenting adalah kerugian secara mental atau psikis 
yang menekan psikologis seseorang dalam menanggung beban. 
Pada delik perkosaan ini, terdapat beberapa unsur yang  
memenuhi yang dapat dirincikan sebagai berikut: 
1. Si Pelaku adalah harus laki-laki dan korbannya harus 
perempuan. Apabila  dalam hal ini korbannya adalah laki-
laki maka kita harus melihat Pasal 289 KUHP. 
2. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
dalam hal ini yang dimaksud dengan kekerasan adalah 
setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap 
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orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian 
bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. 
Membuat seseorang yang dianggap ketakutan karena 
ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan 
itu. Demikian pula dengan kekerasan adalah suatu 
sarana untuk memaksa/menakut-nakuti untuk 
mengakibatkan perlawanan orang yang dapat dipaksa 
menjadi lemas.36 
Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan. 
Ketentuan Pasal 89 KUHP ini diperjelas lagi oleh soesilo 
sebagai bentuk kekerasan adalah : menggunakan 
kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan 
atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan 
sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat  atau tidak sadar 
akan dirinya. Umumnya  diberikan racun atau obat, 
sehingga orang tidak ingat lagi dengan dirinya. Tidak 
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali. Sehingga tidak dapat melakukan 
perlawanan, misalnya mengikat dengan tali pada kaki 
dan tangan. 
                                                          
       36 S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hlm.79. 
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3. Memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya, 
dalam tindakan yang memojokkan hingga tidak pilihan 
lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti 
kehendak pemaksa, yang dimana dalam hal ini 
diharuskan bagi seorang perempuan tersebut mengambil 
resiko yang amat sangat merugikan baginya seperti 
pilihan mati karena tidak mengikuti si pemaksa, dengan 
begitu dapat kita lihat  atau  dinilai  secara kausitas 
kewajarannya. Dalam hal ini pemaksa terkadang 
menggunakan kekerasan terlebih dahulu. 
Dalam unsur perempuan yang belum terikat tali 
perkawinan adalah mereka yang belum terikat 
perkwainan secara sah menurut agama dan negara. 
2. Delik Perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual. 
1. Pengertian Kekerasan Seksual  
Perkosaan merupakan salah satu perbuatan yang konkrit 
terhadap perempuan, perbuatan yang dapat menimbulkan 
kerugian yang mendalam bagi seorang wanita yang menjadi 
korban, kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian fisik 
maupun psikis. Selain itu terkadang pelaku perkosaan didahului 
dengan pelanggaran lainnya seperti kekerasan dan ancaman 
yang biasanya menimbulkan luka-luka pada beberapa bagian 
tubuh si perempuan. 
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2. Akibat Yang Timbul Terhadap Delik Perkosaan 
Korban perkosaan tidak hanya mengalami akibat kekerasan 
secara fisik saja tetapi tentunya dapat menimbulkan kerugian 
secara psikis bagi korban secara mendalam, dalam hal ini 
korban cenderung menjadi terjadi tertekan dengan kejadian 
yang dialaminya. Seperti halnya dengan tekanan budaya yang 
menyatakan perkosaan diluar perkawinan akan membuat 
korban malu semasa hidupnya, diselimuti kegelisahan dan 
trauma berkepanjangan dan pada akhirnya bersembunyi dari 
kegiatan masyarakat dalam bersosialisasi. 
Tekanan dari dalam inilah yang terkadang memperparah 
kondisi korban perkosaan dimana korban tersebut merasa 
terpukul, terhina, maupun tidak terhormat yang biasanya 
berujung pada percobaan bunuh diri dan  berujung kematian 
karena bunuh diri. 
E. Tinjauan Umum Putusan Hakim  dan pertimbangan hukum 
dalam menjatuhkan putusan. 
1. Dasar Pertimbangan Hakim 
Putusan Hakim yang juga merupakan putusan 
pengadilan yang bersifat tetap yang didalamnya memberikan 
kepastian hukum dalam penyelesaian delik pidana. Sebab 
putusan Hakim merupakan salah satu sumber hukum yang 
mengikat. Putusan Hakim melahirkan kepastian hukum tentang 
status seorang terdakwa dalam hal ini pelaku pelanggaran delik 
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pidana. Dalam memberikan sebuah putusan, Hakim dituntut 
untuk bersifat adil dan tentunya mencerminkan kode etik yang 
baik.Namun keadilan itu bersifat kompleks, sehingga tidak 
hanya bergantung pada pengamatan Hakim semata melainkan 
terkadang persoalan keadilan dihubungkan dengan individu 
atau kelompok yang bersangkutan dari para pencari keadilan 
tersebut. Dapat disimpulkan  keadilan secara umum diartikan 
dengan sebuah kekalahan atau kemenangan. 
Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 
2009) disebutkan bahwa : 
a. Pasal 14 (1): “Putusan diambil berdasarkan sidang 
permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia” 
b. Pasal 23: “Putusan pengadilan dalam tingkat banding 
dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang 
menentukan lain” 
Seorang Hakim dituntut bertindak adil dan bijaksana, 
kebijaksanaan seorang Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
sebuah putusan sanksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
yang antara lain dapat dilihat dari; 
a. Hakim harus memperhatikan/ memperhitungkan sifat dan 
tingkat tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa 
atau pelanggar hukum. 
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b. Keadaan yang menyertai tindak pidana. 
c. Terhadap terdakwa, unsur kepribadian, tingkat 
pendidikan dan lingkungan 
d. Pertimbangan dalam ruang lingkup  proses pengambilan 
putusan, kesopanan dalam menjawab pertanyaan dalam 
proses persidangan. 
e. Pertimbangan Hakim terhadap keadaan korban.37 
2. Putusan Hakim 
Djoko Prakoso,38 dalam kitab undang-undang hukum acara 
hukum pidana  (UU No.8 Tahun 1981) dapat kita lihat ada tiga 
macam jenis putusan pengadilan. Ketiga macam putusan 
tersebut berturut-turut diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan 
(3), adapun ketiga macam putusan tersebut adalah: 
1. Putusan yang bersifat pembebasan terdakwa dari 
dakwaan (vrijspizak), yang dimaksud dengan putusan 
bebas ini adalah penuntutan bahwa kesalahan terdakwa 
menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti, jadi tidak 
menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan 
itu, akan tetapi dalam persidangan hal itu tidak terbukti. 
2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum (onsslag van alle rechtsvevolging) yang 
merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim jika iya 
                                                          
       37 Raden Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, 1996. 
       38 Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel Di dalam KUHAP, 1985, hlm.270. 
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berpendapat perbuatan yang didakwakan oleh jaksa 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak 
merupkan suatu tindak pidana. 
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (veroordeling) 
yang merupakan putusan yang dijatuhkan apabila 
didakwakan kepada terdakwa oleh Hakim dianggap 
terbukti dangan sah dan meyakinkan merupakan tindak 
pidana. 
Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim memiliki kebebasan, 
namun di samping itu seorang Hakim juga memiliki keterikatan 
terhadap putusan yang dijatuhkannya. Keterikatan tersebut 
dimaksudkan untuk menghindari suatu putusan yang sekehendak 
hati, meskipun Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan 
sebuah putusan bukan berarti Hakim dapat semena-mena 
memberikan keputusan terhadap terdakwa, putusan harus tetap 
berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan 
nalar hukum yang ada. 
F. Teori-teori penjatuhan putusan oleh Hakim 
  
Seorang Hakim  tidak boleh menjatuhkan hukuman yang 
lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh 
menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal 
hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. 
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Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang 
digunakan oleh Hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa 
teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 
mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut:39 
1. Teori Keseimbangan 
Dalam teori keseimbangan yang dimaksud adalah 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 
kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan 
dengan perkara, seperti misalnya adanya keseimbangan 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 
terdakwa, kepentingan korban. 
Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan 
terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam 
pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 
peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana 
kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang 
memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada 
hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal 
memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor 
yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan 
terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP). 
                                                          
       39 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. 2010. Hal 102. 
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2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi 
Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan 
kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam 
penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan 
keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak 
pidana atau dalam perkara perdata, Hakim akan melihat 
keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan 
tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau 
Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni 
dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, 
lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu 
putusan, lebih ditentukan oleh Instink atau Intuisi dari pada 
pengetahuan dari hakim.Dalam praktik peradilan, 
kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana 
pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang 
digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat 
bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, 
keyakinan Hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang 
hanya didasarkan pada Instink atau naluri Hakim saja. 
Padahal Hakim sebagaimana manusia biasa pada 
umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani 
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yang kadangkala menempatkan Instink atau naluri hakim 
menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan 
terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi 
putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat 
menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam 
masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut akan 
banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena 
itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, 
yang hanya mengandalkan pada seni dan Intuisi semata dari 
hakim sendiri. 
3. Teori Pendekatan Keilmuan 
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan 
penuh kehatian-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan 
putusan-putusan terdahulu dalam menjaga konsistensi dari 
putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan 
semacam peringatan bahwa dalam memutus sebuah 
perkara, Hakim tidak boleh semata-mata hanya mengikuti 
intuisi tetapi melainkan harus dilengkapi dengan ilmu 
pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan Hakim. 
Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk menguasai berbagai 
ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun 
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ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang 
dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari 
segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan 
diputuskan oleh hakim.  
Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai 
berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar 
pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan 
yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut 
untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu 
pengetahuan yang lain pada umumnya.  
4. Teori Pendekatan Pengalaman 
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang 
dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara 
yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman 
yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui 
bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam 
suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban 
maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan 
dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan 
pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.  
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Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, 
seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati 
sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu 
perkara. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana 
yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim 
tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang 
diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan 
prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan 
ketentuan hukum materiil maupun hukum formil (baca: 
hukum acara), karena penguasaan hukum materil dan 
hukum acara yang baik, akan sangat membantu jika saat 
kelak ia menjadi hakim.  
Dari perjalanan karier tersebut diharapkan akan 
semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim 
untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam 
menjalankan tugasnya, dapat mendorong para hakim untuk 
semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan 
akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sifat 
profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu 
putusan. 
5. Teori Ratio Decidendi 
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang 
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang 
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berkaitan dengan pokok perkara yang  disengketakan 
kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai 
dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan 
hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 
menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 
pihak yang berperkara. 
6. Teori Kebijaksanaan 
Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made 
Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan 
putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan 
dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap 
tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan 
harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori 
ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 
dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, 
membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat 
menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, 
dan bagi bangsanya. 
Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, 
yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap 
masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai 
upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan 
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tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas 
antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, 
memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan 
yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus. 
Menurut penulis, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap 
pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah 
mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari 
ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh 
pelakunya 
b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana 
membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan 
tindak pidana dikemudian hari. 
c. Sebagai upaya prefentif agar masyarakat luas tidak 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
dilakukan oleh pelakunya 
d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam 
menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan 
tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak 
pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat. 
Teori kebijaksanaan sebenarnya lebih ditujukan pada 
penjatuhan putusan dalam perkara anak dan dapat pula 
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digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap 
perkara pidana lain pada umumnya dan tidak hanya terbatas 
pada perkara anak saja. Teori ini pun dapa digunakan oleh 
hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara perdata. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota 
Makassar, mengingat tingginya tingkat kejahatan terhadap 
pelanggaran kesusilaan dalam hal ini delik perkosaan dikota 
Makassar. Penelitian akan dilaksanakan di tiga (3) Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Negeri Kota Makassar, Pengadilan Negeri  
Sungguminasa-Gowa dan Pengadilan Negeri Maros. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri 
atas: 
a. Data primer berupa data yang diperoleh penulis dengan 
mengadakan wawancara. 
b. Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari 
buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan penulisan skripsi ini, terdapat bahan hukum  primer 
yang merupakan KUHP dan KUHAP sebagai sumber 
utama, bahan hukum sekunder berupa penjelasan isi dari 
bahan hukum primer  serta hasil karya ilmiah yang 
berkaitan, serta bahan hukum tersier yang berupa pamflet, 
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kamus dan ensiklopedia serta indeks komulatif yang 
bersangkutan dengan penelitian.  
2. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh penulis pada penulisan skripsi ini 
bersumber dari: 
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara 
langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa 
Hakim. 
b. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, 
jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta 
sumber-sumber lainnya yang terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui 
penelitian pustaka (library research). Dan penelitian lapangan (field 
research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Didalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah 
hukum, surat kabar atau majalah serta peraturan-peraturan 
yang ada hubungannya dengan materi skripsi. 
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2. Penelitian lapangan (field research) 
Didalam melakukan penelitian lapangan (field research), 
penulis menempuh cara wawancara dengan aparat penegak 
hukum dalam hal ini Hakim serta melakukan observasi secara 
langsung dengan menghadiri kegiatan persidangan. 
D. Populasi Dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah  Hakim di Pengadilan 
Negeri  Kota Makassar, Hakim Sungguminasa-Gowa dan Hakim 
Maros. 
Dari populasi tersebut di atas, maka jumlah sampel yang 
akan ditetapkan secara purposiv sampling terdiri atas Hakim Delik 
Perkosaan Pengadilan Negeri Makassar sebanyak satu (1) orang, 
Hakim Pengadilan Kabupaten Sungguminasa-Gowa sebanyak satu 
(1) orang dan Hakim Pengadilan Kabupaten Maros sebanyak satu 
(1) orang. 
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisa 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara 
menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 
kesimpulan yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
A. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada delik 
perkosaan 
Pertimbangan Hakim Dalam memberikan putusan terdapat 
beberapa metode, yang membedakan metode penemuan hukum 
oleh Hakim kedalam dua jenis, yaitu metode interpretasi dan 
metode konstruksi. Perbedaan dari kedua metode itu adalah 
metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-
undang dan masih tetap berpegang teguh pada sebuah teks, lain 
halnya dengan metode konstruksi Hakim menggunakan penalaran 
logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-
undang, dimana Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu 
tetapi dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai 
suatu sistem.40 
Adapun dalam penelitian ini, Tinjauan Psikologi Hukum 
terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim pada Delik Perkosaan, 
penulis mendapatkan data yang berkenaan dengan objek penelitian 
dalam delik perkosaan berupa statistik tingkat kejahatan asusila 
yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2011 sampai 
dengan Tahun 2015 Data statistik didapatkan dari Badan Pusat 
Statistik secara daring pada tanggal 10 maret 2017, statistik 
                                                          
       40 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian filosofis dan sosiologis. 1996. 
Hal.167. 
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tersebut dibagi menjadi dua delik yaitu dalam delik perkosaan dan 
pencabulan. 
Berikut adalah grafik yang dibuat oleh penulis secara statistik 
dan berwarna untuk membedakan tindakan asusila yang berupa 
delik perkosaan dan delik pencabulan dari Tahun 2011 hingga 
2015. 
Grafik I. 
Tingkat kejahatan asusila di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Sumber: Badan Pusat Statitsik Indonesia 2011-2015 41 
 
 Dari grafik statistik di atas dapat dilihat bahwa baik 
perkosaan maupun pencabulan masing-masing bergerak secara 
tidak stabil/ fluktuatif disetiap Tahunnya, seperti yang kita lihat 
tingkat delik perkosaan yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2011 
yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus perkosaan dan 
                                                          
       41 https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Kriminal-2016.pdf  /diakses 
secara daring tanggal 01 April 2017 
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yang paling terendah pada Tahun 2013 sebanyak 84 (delapan 
puluh empat) kasus kemudian kembali menanjak pada Tahun 
berikutnya Tahun 2014 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) 
kasus hingga turun pada Tahun 2015 mencapai 95 (sembilan 
puluh lima) kasus perkosaan. 
Adapun statistik kasus tindak asusila dari 3 daerah yang 
didapatkan oleh penulis dari penelitiannya di 3 pengadilan berbeda 
adalah sebagai berikut, dalam Kota Makassar cukup stagnan 
perTahunnya, pada Tahun 2012 terjadi 7 (tujuh) kasus perkosaan, 
pada Tahun 2013 sebanyak 6 (enam) kasus perkosaan, kemudian 
pada Tahun 2014 terjadi sebanyak 8 (delapan) kasus perkosaan, 
lebih lengkapnya penulis membuat statistik sebagai berikut: 
Grafik II 
Tingkat kejahatan asusila di Kota Makassar 
 
Sumber: Pengadilan Negeri kota Makassar/ 10 Maret 2017 
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 Tidak Jauh berbeda, pada kabupaten Sungguminasa-Gowa 
tentunya terdapat beberapa kasus perkosaan yang terjadi tiap 
Tahunnya hal tersebut tertuang dalam tabel statistik yang dibuat 
oleh penulis sebagai berikut: 
Grafik III 
Tingkat kejahatan asusila di Kabupaten Sungguminasa-Gowa 
 
Sumber: PN Kabupaten Sungguminasa-Gowa/ 21 Maret 2017 
Pada grafik statistik di atas dapat dilihat kasus perkosaan 
tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 4 (empat) kasus 
secara bersamaan kasus tindak asusila tertinggi terjadi pada Tahun 
2016 sebanyak 11 (sebelas) kasus dan terendah pada Tahun 2017 
3 (tiga) kasus dengan 1 (satu) kasus perkosaan dan 2 (dua) kasus 
pencabulan. 
Adapun dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Maros 
penulis  mendapatkan data pada tanggal 10 April 2017 melihat 
bahwa kasus perkosaan terjadi lebih sedikit dibandingkan dengan 
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kasus pencabulan, meski demikian kejahatan tindak asusila di 
kabupaten Maros masih dapat dikatakan tinggi dalam setiap 
Tahunnnya, hal tersebut tertuang dalam tabel statistik yang dibuat 
oleh penulis sebagai berikut: 
Grafik IV. 
Tingkat kejahatan asusila di Kabupaten Maros 
 
Sumber: PN Kabupaten Maros/ 10 April 2017 
Dalam Grafik statistik di atas dapat dilihat bahwasanya 
tindak asusila tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sebanyak 11 
(sebelas) kasus dan kasus perkosaan terjadi sebanyak 6 (enam) 
kasus kemudian pada Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kasus dan 
pada Tahun 2016 sebanyak 2 kasus perkosaan, pada penelitiannya 
penulis melihat kasus perkosaan bukan hanya sebagai motif 
tunggal tetapi ada yang diawali dan diakhiri oleh tindak atau delik 
pelanggaran lainnya, seperti salah satu kasus di Kabupaten Maros 
dimana Korban sebelum dilecehkan, Korban mendapatkan tindak 
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penganiyayaan dimana sebelumnya Korban, dipaksa, dibawa lari 
oleh tersangka. 
Apabila kita melihat dari beberapa data grafik di atas maka 
delik perkosaan masih dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang 
meresahkan masyarakat, karena masih sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari,Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 
yang didapatkan penulis dari narasumber yang seorang Hakim di 
Pengadilan di Kabupaten Gowa,  Amiruddin Mahmud pada tanggal 
21 Maret 2017,Pengadilan Negeri Kota Makassar Bernadette 
Samosir pada tanggal 20 Maret 2017 dan Pengadilan Negeri 
Kabupaten Maros Ristanti Rahim pada tanggal 22 Maret 2017 yang 
pernah menangani beberapa kasus perkosaan yang dikutip oleh 
penulis sebagai berikut: 
 “ Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang 
sering Saya tangani selama Saya menjadi seorang Hakim, 
perkosaan merupakan kejahatan yang marak terjadi dewasa ini, 
sehingga tidak heran belum putus satu kasus muncul kasus 
perkosaan yang baru, hal tersebut tentunya banyak faktor yang 
mempengaruhi, salah satunya lingkungan yang tidak sehat dan 
pendidikan yang rendah, pasti setiap Tahunnya ada kasus 
perkosaan, tetapi semoga tiap Tahunnya turun, tidak seperti Tahun-
Tahun sebelumnya..”42 
“..Perkosaan, merupakan salah satu tindak asusila yang bisa 
dikatakan paling sering terjadi, bahkan terkadang pelakunya pun 
beragam,meskipun kasus perkosaan yang masuk dipengadilan 
setiap Tahunnya tidak begitu besar, tetapi tetap saja hal tersebut 
meresahkan masyarakat..”43 
“..Perkosaan, mungkin tiap Tahunnya Saya memutuskan 
kasus perkosaan,hal tersebut terjadi tiap Tahunnya dikarenakan 
                                                          
       42 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
       43 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
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faktor lingkungan dan tentunya pendidikan berperang penting 
dalam hal pencegahan tindak perkosaan ini..”44 
 Berawal dari kutipan hasil wawancara 3 Hakim di atas, 
penulis dalam penelitiannya mendapatkan fakta bahwasanya delik 
perkosaan tidak semata-mata murni terjadi sebagai motif 
perkosaan saja, tetapi perkosaan tersebut dapat diawali dan 
diakhiri oleh tindak pidana atau delik lainnya, selain itu faktor-
faktor terjadinya perkosaanpun beragam, berdasarkan wawacara 
di atas sebut saja yang terpenting adalah faktor lingkungan, 
kemudian disusul oleh faktor tingkat tinggi rendahnya pendidikan 
seseorang dan yang terakhir adalah adanya kesempatan ataupun 
niat, sebab belum tentu niat yang paling pertama muncul, baru 
kemudian kesempatan, terkadang kesempatan yang duluan 
muncul dan hal tersebut selalu bergantung kepada pengawasan 
dan lingkungan sekitar, yang dimana hal tersebut merupakan 
jawaban yang ingin didapatkan oleh penulis mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi putusan seorang Hakim dalam delik 
perkosaan. 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 
seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Bernadette 
Samosir pada tanggal 20 Maret 2017 menjelaskan bahwa putusan 
Hakim dalam delik perkosaan didasari oleh kemampuan Hakim 
                                                          
       44 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
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dalam menguasai bidang keilmuannya sebagai seorang sarjana 
hukum. Seperti yang dikutip oleh penulis sebagai berikut: 
“..sebagai seorang Hakim, dalam memutuskan sebuah 
putusan, perkara apapun itu, kita dituntut untuk menjadi seorang 
sarjana hukum yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu 
hukum yang baik, itu contoh faktor bagi seorang Hakim dalam 
menjatuhkan putusan, kemampuan penafsiran undang-undang, 
kemampuan penguasaan undang-undang normatif, undang-
undang lainnya yang berkaitan dengan perkara delik perkosaan..” 
 
Lebih lanjutnya Bernadette Samosir menegaskan: 
“..dalam penjatuhan putusan pada delik perkosaan ini Hakim 
dituntut untuk profesional dibidangnya, dimulai saat diberikan 
amanat untuk menangani kasus perkosaan hingga menjatuhkan 
putusan, pertimbangan Hakim sepenuhnya bergantung dari pada 
fakta-fakta jalannya persidangan, terpenuhinya unsur-unsur dalam 
delik perkosaan atau tidak dan tentunya juga sebelum 
memutuskan perkara kita harus mengingat bahwa setiap orang 
dalam persidangan dalam status equalty before  law..”45 
 
Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 
penulis denganAmiruddin Mahmud menjelaskan bahwa: 
“..pertimbangan Hakim tentunya melihat undang-undang 
yang mengatur perkara perkosaan, Hukum paling utama, fungsi 
hukum paling utama yang ingin dicapai dalam memberikan 
putusan, pertimbangan tetap berdasarkan peraturan normatif juga, 
serta undang-undang yang mendukung, ingat dalam sebuah 
putusan secara filosofis mengandung keadilan, secara normatif 
ada kepastian hukum dan secara sosiologis terdapat 
kemanfaatan..” 
Pak Amiruddin Mahmud menambahkan sebagai berikut: 
 “..perlu diingat juga bahwa undang-undang yang bersifat 
spesial dari umum harus diperhatikan, hal tersebut juga 
mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusan..”46 
 
                                                          
       45 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
       46 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
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Dari beberapa jawaban di atas dapat penulis tarik 
kesimpulan bahwasanya pertimbangan Hakim tetap berdasarkan 
pada keberadaan Undang-undang atau peraturan secara normatif, 
perlu diperhatikan Undang-Undang yang bersifat Spesial (lex 
specialis derogat legi generale) yang tentunya dapat memberikan 
pengaruh pada putusan, Hakimpun dituntut untuk melihat segala 
fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan pada delik 
perkosaan sebelum memberikan putusan, terlepas dari itu Hakim 
dituntut untuk menafsirkan setiap aspek dari delik perkosaan,baik 
terpenuhinya unsur-unsur dan sanksi yang akan diberikan kepada 
seorang terdakwa agar supaya output atau hasil putusan yang 
diberikan mengandung keadilan yang sesuai dengan peraturan 
yang ada, kemudian memberikan manfaat bagi kedua pihak dan 
masyarakat, tidaknya adanya diskriminasi bagi kedua belah pihak. 
Pemberian putusan oleh Hakim berdasarkan ketika Hakim 
tersebut ditunjuk untuk menyelesaikan sebuah delik, hal tersebut 
berdasarkan Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “ 
Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dimasyarakat”, selain itu adapun dalam masalah pertimbangan 
bercermin pula pada perumusan undang-undang mengenai 
kekuasaan kehakiman yaitu undang-undang nomor 48 Tahun 
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2009 yang dimana dalam Pasal 14 dijelaskan dalam Ayat 1 bahwa 
“putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim 
yang bersifat rahasia” kemudian pada Ayat 2 yang berisi dalam 
sidang permusyawaratan, “setiap Hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang 
sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
putusan”  dengan begitu hal tersebut sesuai dengan hasil 
wawancara penulis yang menyatakan bahwa pertimbangan 
penting dalam memberikan sebuah putusan, sebab hal itulah yang 
memberikan kepastian hukum, dalam isi Pasal di atas juga sesuai 
dengan wawancara bahwa setiap pertimbangan hasil dari 
musyawarah yang bersifat rahasia, dan pertimbangan tidak dapat 
dipisahkan begitu saja dari sebuah putusan. 
Selain pendapat di atas penulis dapat mengambil beberapa 
perkataan Pak Amiruddin Mahmud yang menerangkan bahwa 
pertimbangan Hakim tersebut selain dari pada yang dipaparkan di 
atas dapat dijabarkan bahwa Hakim juga perlu melihat keadaan 
Korban, keadaan terdakwa serta keadaan masyarakat serta motif 
dari delik perkosaan itu sendiri yang kesemuanya merupakan 
fakta persidangan. 
Hampir serupa, pendapat Hakim dari Pengadilan Negeri Maros 
yaitu Ristanti Rahim berpendapat dalam sebuah putusan 
pertimbangan Hakim meliputi beberapa hal  sebagai berikut: 
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“..Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan itu sangat 
berperan penting bagi setiap aspek dalam sebuah perkara, aspek 
apapun itu, pertimbangan yang mendasar tentunya adalah yang 
terpenting substansi Undang-undang yang secara normatif 
mengaturnya bagaimana, melihat isi dan unsur-unsurnya 
terpenuhi apa tidak, yang intinya kita sebagai Hakim melihat sisi 
materil dari undang-undang tersebut dalam hal ini perkosaan 
Pasal 285 dalam KUHP..”47 
 
Pendapat Ristanti Rahim yang mengatakan bahwa pemberian 
putusan harus melihat substansi dari perkara dan undang-undang 
yang berperan dalam delik perkosaan dan harus berisi dasar 
hukum yang benar, hal tersebut tercermin dalam undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009, pada Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “ 
Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim 
bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya” 
kemudian diayat 2 berisi “Penetapan dan putusan yang 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat 
pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan 
dasar hukum yang tepat dan benar”  sehingga penulis dapat 
menyimpulkan bahwasanya setiap pertimbangan yang 
didiskusikan dalam musyawarah yang bersifat rahasia, Hakim 
dituntut untuk bertanggungjawab akan setiap putusannya, 
kemudian Hakimpun dalam pertimbangannya didasarkan pada 
dasar hukum yang benar dalam hal ini undang-undang yang 
sesuai dengan delik perkosaan, disesuaikan dengan isi serta 
unsur-unsur dalam sebuah Pasal dalam Undang-undang, yang 
                                                          
       47 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
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didalamnya juga terdapat sanksi yang akan diberikan kepada 
terdakwa, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak sehingga 
tugas Hakimlah yang kemudian memberikan pertimbangan. 
Lebih lanjutnya penulis menanyakan selain daripada faktor 
normatif itu sendiri, ada faktor-faktor pendukung apakah yang 
membuat Hakim memberikan putusan yang lebih tinggi maupun 
lebih rendah dari Jaksa penuntut umum, pendapat Bernadette 
Samosir, dengan tegas menyatakan dalam hal pertimbangan, dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum beliau berpendapat: 
“ dalam delik perkosaan, Saya tidak pernah memberikan 
putusan di bawah tuntutan Jaksa, Saya selalu memberikan 
putusan di atas tuntutan, tapi ingat..hal tersebut semua sesuai 
dengan fakta dan hasil musyawarah bersama, dan hukuman serta 
sanski yang terdapat dalam undang-undangpun sudah begitu 
jelas..yang menyatakan maksimal 12 Tahun.. tetapi sebagai 
Hakim kita tetap menghormati JPU dengan pemberian 
tuntutannya yang dilimpahkan ke Pengadilan,selama pemeriksaan 
telah selesai dan didalamnya terdapat perkara pidana...”48 
 
Pendapat Bernadette Samosir tersebut tentunya tidak dapat 
dikesampingkan, sebab jika melihat undang-undang yang 
mengatur tentang delik perkosaan, belum lagi undang-undang lain 
yang berpengaruh maka tentunya sanksi maksimal yang dapat 
diberikan terdakwa akan lebih berat, sehingga putusan sanksi bisa 
saja dapat lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Mengenai hal penuntutan Hal tersebut diatur pada Bab XV 
KUHAP tentang penuntutan, yang dimana pada Pasal 137 yang 
                                                          
       48 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
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berbunyi “ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan 
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana 
dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara yang 
berwenang mengadili”  kemudian pada Pasal selanjutnya dlam 
tuntutan berisi tentang unsur perkara pidana, yang terdapat pada 
Pasal 142 “Dalam Hal penuntutan Umum menerima satu berkas 
perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan 
oleh beberapa orang tersangka...” , sehingga jelas dalam tuntutan 
berisi tentang perkara tindak pidana yang sebelumnya telah 
diselidiki dan diselesaikan proses pemeriksaanya.  
Adapun pendapat Ristanti Rahim menjelaskannya secara 
diplomatis sebagai berikut: 
“..dalam putusan, pertimbangan kita sebagai seorang Hakim 
tidak terikat oleh penuntutan Jaksa Penuntut Umum,kita tetap 
harus melihat pertimbangan atau keadaan psikologis korban, 
melihat dampak yang ditimbulkan, itupun setelah semua fakta 
persidangan terpenuhi secara normatif, jadi tidak serta-merta 
seorang Hakim itu memutuskan sesuai dengan Jaksa Penuntut 
Umum, bisa saja melebihi ataupun kurang, dan tentunya hal 
tersebut sesuai dengan fakta yang didapatkan, kan penuntutan 
tersebut diberikan setelah semua pemeriksaan selesai..sehingga 
penuntut umum dapat memberikan tuntutannya..”49 
 
Pendapat Ristanti Rahim menambahkan bahwa Jaksa penuntut 
umumpun memberikan tuntutan sesuai dengan seberapa berat 
sebuah perkara itu dan tentunya tetap bercermin dengan 
peraturan yang berkaitan dalam hal ini Pasal 182 KUHAP ayat (1) 
huruf a yang berbunyi “ setelah pemeriksaan dinyatakan selesai 
                                                          
       49 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
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penuntut umum mengajukan tuntutan pidana” dimana surat 
tuntutan pidana ini sedikit banyak dapat mempengaruhi 
pertimbangan Hakim tetapi tidak mengikat Hakim dalam 
memberikan putusan, Hakim tetap melihat pertimbangan yang 
berisi alasan yang didapatkan dari Korban dan terdakwa, yang 
diselesaikan secara musyawarah yang bercermin pada  pada 
Pasal 182 KUHAP Ayat (5) yang berbunyi “ dalam Musyawarah 
tersebut, Hakim ketua Majelis  mengajukan pertanyaan dimulai 
dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan 
yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua 
Majelis dan semua pendapatnya harus disertai pertimbangan 
beserta alasannya” , sangat jelaslah pada bunyi Pasal di atas 
bahwa setiap pertimbangan Hakim yang perlu dilihat dan diketahui 
alasannya, sehingga hal tersebut jelas mempengaruhi pemberian 
putusan. 
Dalam hal tersebut penulis dapat menambahkan pendapat dari 
Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sungguminasa Gowa 
Amiruddin Mahmud pada tanggal 21 Maret 2017,sebagai berikut: 
“..berapa Tahun tuntutan yang diberikan oleh Jaksa penuntut 
umum kita sebagai Hakim tetap melihat apa yang diatur oleh 
undang-undang, fakta-fakta yang ada, nantilah kemudian kita 
dapat rumuskan hal yang memberatkan dan yang meringankan 
dari perkara delik perkosaan tersebut disitulah terkadang ada 
perbedaan putusan dari Hakim yang seorang pria ataupun 
wanita..”50 
 
                                                          
      50 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
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Pendapat yang dikemukakan oleh Amiruddin Mahmud tersebut 
tidak lepas dari tujuan penelitian dari penulis yang memisahkan 
variabel Hakim Pria dan Wanita, penulis dalam hasil wawancara 
dan obeservasi selama masa penelitian mendapatkan fakta 
secara tidak tertulis tetapi melalui tahapan observasi yang yang 
memberikan hipotesa mengenai bahwasanya Hakim Wanita lebih 
cenderung memberikan putusan dalam delik perkosaan lebih 
besar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hal tersebut 
dikarenakan secara emosional Hakim Wanita secara tidak 
langsung melihat Korban yang dimana seorang perempuan 
mendapatkan dampak yang sangat besar baik secara psikis 
maupun fisik, meskipun dalam amar putusan tidak dituangkan 
keadaan psikologis Hakim, tetapi dalam fakta persidangan Hakim 
dapat melihat korban pada saat menghadiri persidangan, yang 
dimana hipotesis tersebut terjawabkan dengan hasil wawancara 
yang didapatkan dari masing-masing Hakim. 
Lebih lanjutnya lagi Pak Amiruddin Mahmud menjelaskan 
mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam 
sebuah putusan dalam delik perkosaan, yang dimana penulis 
mempertanyakan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi 
putusan, berikut adalah pernyataannya: 
“..pertimbangan itu juga dalam hal apa-apa yang 
memperberatkan seorang terdakwa dalam perkara perkosaan, 
kemudian hal-hal apasaja yang memperingankan terdakwa, hal itu 
juga bisa menetukan sesuai tidaknya dengan harapan Jaksa 
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dalam meberikan tuntutan.. karena dalam putusan sudah diatur 
hal tersebut..” 
 
Selanjutnya Amiruddin Mahmud menambahkan: 
 
“..Adapun beberapa hal yang bisa saja memberatkan 
seseorang terdakwa dalam delik perkosaan apabila perkosaan 
tersebut diawali atau diakhiri dengan tindak pidana lainnya, seperti 
kekerasan, ataupun pencurian, tentunya hal tersebut dapat 
mempengaruhi putusan yang seharusnya hanya untuk perkosaan 
saja, apabila yang meringankan itu seperti apabila terdakwa 
seorang yang masih di bawah umur..”51 
 
Pendapat Ristanti Rahim mengenai hal tersebut tidak jauh 
berbeda, beliau berpendapat 
 “...mengenai hal yang memperberat dan meringankan dalam 
sebuah putusan itu biasanya dalam hal memperberat seperti sifat 
dari tindak pidana itu sendiri dan jika sebuah kejahatan apapun 
itu, apabila kejahatan yang dilakukan bersama-sama, terencana 
bisa saja memperberat, adapun yang meringankan tergantung, 
biasanya apabila sudah ada sanksi maksimal, biasanya tidak ada 
hal yang meringankan tetapi tetap dicantumkan dalam sebuah 
putusan..”52 
 
Adapun pendapat Bernadette Samosir, beliau 
mengungkapkan secara gamblang mengenai hal yang 
memperberat dan memperingankan dalam sebuah putusan pada 
delik perkosaan adalah sebagai berikut: 
“...kalau yang memperberat itu sudah jelas apabila terdakwa 
memenuhi unsur, apabila terdakwa sudah pernah melakukan tindak 
pidana serupa, atau pidana yang dilakukan secara bermsama-
sama,lain halnya dengan yang memperingankan,ketika terdakwa 
terganggu mentalnya, ataupun terdakwa merupakan orang yang 
belum dewasa menurut hukum..”53 
 
                                                          
       51 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
       52 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
       53 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
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Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hal-
hal yang memperberat dan memperingan dalam pemberian 
putusan itu beragam adanya, penulis dapat melihat bahwa 
terpenuhinya unsur-unsur dari delik perkosaan tersebut, melihat 
sifat tindak pidana atau delik perkosaan dan apakah dibarenginya 
delik perkosaan tersebut dengan delik atau tindak pidana lainnya, 
dan adanya turut serta dalam melakukan delik perkosaan, hal 
tersebut sesuai dengan bab V KUHP, tentang penyertaan dalam 
melakukan tindak pidana yang tentunya dapat memperberat 
sebuah putusan Hakim, adapun hal-hal yang memperingan sesuai 
denga hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, beberapa hal 
tersebut tertuang dalam BAB III KUHP,tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan atau memperberat pengenaan 
pidana, pada Pasal 44 mengenai tidak mampunya 
bertanggungjawab, yang berbunyi pada Ayat (1): “ barang siapa 
yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tumbuhnya (gebrekigge ontwikelling) atau terganggu karena 
penyakit (ziekelijke storing) tidak dipidana”, meskipun dalam 
penjelasannya sangat jarang dalam hal delik perkosaan seorang 
terdakwa mengalami gangguan mental, selain itu pada Pasal 45 
dijelaskan dalam menuntut orang yang belum cukup umur atau 
minderjarig Hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah 
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dikembalikan ke orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya 
tanpa pidana apapun, hal tersebut menguatkan hasil wawancara 
penulis terhadap ketiga narasumber, bahwa hal yang memperberat 
dan memperingan yang tertuang dalam amar putusan merupakan 
salah satu hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 
memberikan putusan dalam delik perkosaan. 
Selain hal tersebut penulis yang berdasarkan tinjauan 
pustakanya sempat mempertanyakan tentang bantuan hukum yang 
didapatkan oleh korban sebagai penerima akibat terbesar dari delik 
perkosaan ini, beberapa jawaban Hakim mengenai hal tersebut, 
menurut Amiruddin Mahmud menyatakan bahwa: 
“..dalam hal penggantian ganti rugi terhadap korban delik 
perkosaan, banyak macamnya selain tentunya tentang pengobatan 
dari segi fisik dan psikis, biasnya ada ganti rugi yang diberikan oleh 
terdakwa (restitusi) maupun pemerintah berupa kompensasi yang 
dapat memenuhi kebutuhan korban” 54 
 
Menarik kesimpulan dari perkataan Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa Gowa  tersebut, bahwa sebagai korban delik 
perkosaan selain mendapatkan trauma yang mendalam dan paling 
banyak menerima kerugian, sehingga dapat diberikannya sebuah 
ganti rugi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dalam hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang dipaparkan oleh 
penulis. 
                                                          
       54 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
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Dalam pemaparan di atas bahwa terjawablah pertimbangan-
pertimbangan apasaja yang digunakan oleh setiap Hakim dalam 
memberikan putusan pada delik perkosaa, penjelasan di atas 
tentang faktor secara normatif atau yang sesuai dengan ketentuan 
yang ada, tentunya tetap melihat dari segi tindak pidanan atau delik 
yang ditangani dalam hal ini delik perkosaan. 
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B. Faktor-faktor psikologi hukum yang mempengaruhi seorang 
Hakim memberikan putusan dalam delik perkosaan. 
Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak semata-
mata berpandangan legalistik, maka Hakim harus menafsirkan 
undang-undang  dengan progresif , sehingga keadilan yang 
ditimbulkan pula bersifat progresif. Keadilan dihasilkan dari sebuah 
proses yang sangat bergantung pada bagaimana Hakim 
menafsirkan dan menetapkan hukum yang ada, dalam hal ini dalam 
prosesnya tentu Hakim dapat dengan mudah terpengaruh secara 
psikologis dalam memberikan sebuah putusan, khususnya pada 
delik perkosaan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seorang Hakim 
dalam memberikan putusan  dalam delik perkosaan dari segi 
psikologi hukum sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 3 
narasumber Hakim yang berbeda, penulis mendapatkan hasil 
penelitian sebagai berikut, Keadaan seorang Hakim dalam 
memutuskan sebuah perkara pidana khususnya delik perkosaan, 
cenderung terpengaruh secara psikologis dari setiap aspek baik 
secara internal maupun eksternal dari diri Hakim itu sendiri, hal-hal 
apasajakah yang menjadi output dari putusan Hakim dari psikologi 
Hukum, Bagaimanakah Hakim melihat psikologi hukum dalam hal 
pemberian putusan pada delik perkosaan, kesemua hal tersebut 
terjawabkan pada hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis. 
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 penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim di 3 
(tiga) Pengadilan Negeri berbeda di Sulawesi Selatan, adapun 
mengenai hal yang mempengaruhi secara psikologi tersebut Hakim 
Kota Makassar berpendapat singkatnya Bernadette Samosir. ini 
menjelaskan  sebagai berikut: 
“..tentunya secara peraturan Hakim tidak boleh terpengaruh 
oleh apapun itu, Hakim dituntut secara undang-undang untuk tetap 
berpegang teguh dengan kode etik serta menjaga integritasnya, 
tetapi hal tersebut tidak dapat kita kesampingkan, Hakim juga 
memiliki naluri seperti manusia biasa, sehingga pengaruhpun bisa 
masuk baik secara psikologis ataupun tidak,tetapi hal tersebut tidak 
bisa menjadi dasar dalam pengambilan putusan, kita tetap melihat 
fakta-fakta yang ada, berpengaruh tetapi sebagai pendukung 
saja..”55 
 
Jika melihat pendapat Bernadette Samosir secara tidak langsung 
secara psikologis Hakim dapat terpengaruh dengan pengaruh 
apapun, hal tersebut sesuai dengan pendapat beliau yang 
menekankan bahwa meskipun adanya pengaruh tetapi tidak dapat 
menjadi dasar dari pemberian putusan, tetapi terkadang bisa 
menjadi bahan pendukung saja yang dijadikan bahan musyawarah 
dalam memberikan putusan pada delik perkosaan. 
Adapun pendapat Hakim Negeri Sungguminasa Gowa 
mengenai apakah secara psikologi Hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada delik perkosaan dapat terpengaruh secara psikologis, 
Amiruddin menyatakan sebagai berikut: 
“..sebenarnya dikatakan tidak terpengaruh juga sebenarnya 
tidak benar, kita Hakim juga manusia kan? Sehingga pasti kita akan 
                                                          
      55 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
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terpengaruh secara psikologis dalam memberikan putusan pada 
delik perkosaan, hal tersebut tidak bisa Saya kesampingkan 
sebagai Hakim, tetapi hal tersebut tidak terlihat secara kasat mata 
dalam sebuah persidangan..dan meskipun terpengaruh, kitalah 
sebagai Hakim yang mengetahui seluk beluk serta fakta-fakta 
persidangan, dalam pemberian putusanpun Hakim dituntut untuk 
bertanggungjawab ke atasan akan putusannya..”  56 
 
Pendapat tersebut tentunya tidak jauh berbeda dengan pendapat  
Bernadette Samosir, yang menekankan bahwa Hakim dapat 
terpengaruhi mengingat Hakim memiliki fitrah dan nurani, sehingga 
meskipun tidak terlihat tetapi tetap dapat memberikan pengaruh 
maupun dampak dalam pemberian putusan. 
Pendapat lainnya yang didapatkan dari Hakim Pengadilan 
Negeri Maros oleh  Ristanti Rahim yaitu 
“..mungkin tidak begitu terpengaruh secara langsung, tetapi 
pasti setidaknya menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan, 
setelah pertimbangan utama, dalam musyawarah Hakim-Hakim 
juga secara psikologis terpengaruh dengan hal-hal lainnya, seperti 
keadaan persidangan, sebenarnya tidak mempengaruhi begitu 
besar tetapi dapat dilihat juga sebagai acuan, itupun dibagian 
endingnya setelah secara hukum sudah terpenuhi..”57 
  
 Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh yang 
pada dasarnya tidak mudah diukur tersebut bisa mempengaruhi 
putusan yang diberikan pada delik perkosaan, tetapi berdasarkan 
hasil wawancara yang didapatkan dari ketiga Hakim yang berbeda 
dapat diasumsikan bahwasanya hal tersebut secara psikologi dapat 
mempengaruhi putusan Hakim, tetapi dalam wawancara tersebut 
setiap Hakim menekankan bahwasanya Hakim yang sepenuhnya 
                                                          
       56 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
       57 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
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harus bersifat profesional dan menjaga integritasnya dalam 
menangani delik perkosaan hingga diberikannya putusan, selain hal 
tersebut Hakim dituntut bertanggung jawab akan hal tersebut. 
Meski adanya pengaruh hal yang terpenting adalah Hakim yang 
mengetahui segala seluk-beluk dan fakta-fakta dalam persidangan. 
Mengenai Hal pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan Pasal 
53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ dalam memeriksa dan 
memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan 
putusan yang dibuatnya” , hal tersebut sesuai dengan yang 
dikatakan Amiruddin Mahmud seluruh putusan tetap 
dipertanggungjawabkan ke atasan pengadilan, terlepas dari 
terpengaruhinya seorang Hakim. 
 Selain hal tersebut yang menarik perhatian adalah ketika 
salah satu Hakim yaitu Bernadette Samosir tersebut menerangkan 
dalam pernyataan mengenai Ketika Hakim dikatakan melakukan 
penemuan hukum dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. 
“..Hakim bisa saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
yang menentukan dalam pemberian putusan, tentunya 
pertimbangan tersebut didasarkan oleh undang-undang yang 
berlaku, ketika tidak adanya peraturan maka bisa saja Hakim 
melakukan penemuan hukum yang bisa saja digunakan dalam 
menentukan putusan..” 58 
Berawal dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa 
dalam proses penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang 
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Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim 
dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat”  dengan adanya 
kata menggali menandakan bahwasanya ketika seorang Hakim 
tidak memiliki dasar dalam memberikan putusan atau tidak adanya 
peraturan, maka Hakim dapat memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan masyarakat, yang dimana keadilan masyarakat sangat 
sulit untuk ukur, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung 
Hakim dipengaruhi secara psikologi dalam memberikan putusan. 
Selain Hal di atas penulis berkesempatan mempertanyakan 
bagaimana halnya dengan kedudukan Yurisprudensi dalam hal 
pemberian putusan dalam delik perkosaan, Ristanti Rahim 
menjelaskan sebagai berikut: 
“..dalam hal yurisprudensi, yurisprudensi disini bisa dikatakan 
keputusan terdahulu dengan kasus yang sama, terkadang menjadi 
referensi saja untuk menjadi unsur utama dari penjatuhan putusan 
tidak demikian, tetapi apabila dalam sebuah perkara ternyata mirip 
secara fakta, Hakim bisa saja mengikuti, selama hal tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan..” 59 
Amiruddin berpendapat dalam hal yurisprudensi sebagai berikut: 
“..bagi Saya yurisprudensi itu masalah kekonsistenan seorang 
Hakim, Hakim dituntut jeli dalam melihat putusan terdahulu, tetapi 
kedepankan fakta, dibilang berpengaruh kadang bisa, dijadikan 
sumber juga bisa, tetapi tetap melihat fakta yang ada, 
disesuaikanlah..” 60 
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Lain halnya dengan Bernadette Samosir, beliau menjelaskan 
bahwa keputusan terdahulu sebenarnya tidak dapat dijadikan 
sumber dalam menentukan atau menjatuhkan putusan, tapi 
biasanya seorang Hakim bisa saja dianggap perlu, penulis 
mengutip sebagai berikut: 
“..sebenarnya yurisprudensi itu hanya digunakan oleh sistem 
hukum Anglo saxon, sistem hukum eropa kontinentalpun berbeda 
yang lebih menekakan peraturan tertulis, dalm hal ini indonesia 
juga bisa menganut sistem anglo saxon yang berarti yurisprudensi 
dapat digunakan yang melihat putusan terdahulu sebagai referensi 
dalam memutuskan perkara, tapi bisa saja dianggap perlu apabila 
ingin melihat sebagai acuan” 61 
 
Mengenai hal tersebut penulis melihat bahwa perbedaan sistem 
hukum di Indonesia ini tentunya dapat juga mempengaruhi 
psikologi Hakim secara tidak langsung, sebab Hakim dituntut untuk 
menguasai segala jenis penafsiran dalam memberikan putusan 
sehingga Hakim tentunya dapat dengan mudah terpengaruhi, 
dalam hal delik perkosaaan sesuai dengan wawancara yang 
dilakukan penulis, dari salah seorang Hakim pernah melihat 
kembali putusan yang serupa dengan delik perkosaan yang sedang 
diperkarakan, sehingga hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi 
putusan hakim. 
 Belum lagi dalam masalah ketika Hakim dituntut untuk dalam 
menyelesaikan delik perkosaan, Hakim melakukan Konstatering 
terlebih dahulu, konstatering merupakan salah satu langkah yang 
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dapat digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara dimana 
ketika Hakim menyesuaikan sebuah perkara pidana atau peristiwa 
pidana yang dlihat, diakui dan dibenarkan kemudian disesuaikan 
dengan peraturan yang ada, dalam proses tersebut seorang Hakim 
dapat dikatakan bisa terpengaruhi oleh hal tersebut meskipun 
konstatering merupakan fase pertama yang dilakukan yang bersifat 
logis, melihat hal tersebut dapat disesuaikan dengan wawancara 
oleh salah satu Hakim, yang dapat disimpulkan oleh penulis jauh 
sebelum Hakim memutuskan sebuah perkara Hakim melakukan 
beberapa langkah dalam mempelajari atau menggali sebuah 
perkara, yang dimana dalam prosesnya dapat memberikan 
keyakinan awal, yang dapat mempengaruhi pola pikir seorang 
Hakim.62 
Selain itu,ini penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan 
dengan keadaan psikologis Hakim, menanyakan apakah keadaan 
Korban maupun terdakwa dapat dikatakan berpengaruh? Apakah 
situasi internal persidangan dapat mempengaruhi putusan Hakim? 
Bagaimana halnya dengan pemberitaan media massa, apakah 
memberikan faktor dalam pemberian putusan? Setiap Hakim 
memiliki jawaban yang berbeda-beda, sebagai berikut adalah 
jawaban tentang berpengaruh tidaknya pemberitaan media masa 
dalam hal ini pengaruh eksternal dalam memberikan putusan, 
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pengaruh luar yang secara tidak langsung mempengaruhi putusan 
dalam delik perkosaan. 
 Menurut Amiruddin Mahmud mengenai keadaan persidangan 
pemberitaan media massa adalah sebagai berikut: 
“..sejauh ini situasi persidangan, khususnya persidangan 
dalam delik perkosaan ini tentunya berpengaruh bagi keadaan 
Hakim tetapi hal tersebut tidak sama sekali mengintervensi hasil 
putusan yang ditetapkan sesuai dengan fakta persidangan yang 
ada, berpengaruhnya hanya sebatas seorang Hakim harus 
mengetahui, apakah putusan yang dijatuhkan akan berdampak baik 
bagi masyarakat, apakah putusan tersebut memberikan dampak 
yang tidak baik, jadi seorang hakim dituntut untuk dapat 
menganaslisa dampak kedepannya..” 
Selanjutnya Amiruddin Mahmud mengatakan: 
“..peranan media massa media sosial juga memberikan 
pengaruh secara tidak langsung, tetapi Saya tekankan hal tersebut 
tidak serta merta mempengaruhi putusan, bisa saja mempengaruhi 
ketika pemberitaan yang di publikasikan berimbang dan sesuai 
dengan fakta-fakta yang ada dari delik perkosaan, yah, diisinilah 
masyarakat dituntut untuk dapat menerima publikasi atau berita 
dengan cermat, begitu pula pewarta harus dibekali setidaknya 
dengan pengetahuan dasar hukum dan persidangan..” 63 
 
Selain itu pendapat dari Ristanti menyatakan bahwa: 
“mengenai internal persidangan, Hakim dituntut untuk 
menjaga integritas,Hakim dituntut untuk menjaga persidangan tetap 
kondusif, dalam hal persidangan pada delik perkosaan tergantung, 
apabila persidangan tertutup tentunya tidak mempengaruhi, tetapi 
apabila persidangan terbuka, dan setelah persidangan hal tersebut 
dimungkinkan..” 
 
 
Ristanti Rahim lanjut berpendapat: 
 
“..sebisa mungkin kita sebagai Hakim tidak boleh 
terpengaruh dengan apapun pemberitaan di media sosial, tapi tidak 
menutup kemungkinan Hakim dapat melihat hal tersebut secara 
konstruktif membangun hasil putusan dari delik perkosaan, 
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pemberitaan terkadang memberikan dampak psikis bagi Hakim, 
tetapi selama ini Saya sebagai Hakim tidak begitu berkiblat kepada 
pemberitaan, sebab yang mengetahui fakta persidangan, yaitu 
Saya..” 64 
 
Adapun pendapat Bernadette Samosir  
 “..masalah internal persidangan tidak memberikan dampak 
bagi putusan dalam delik perkosaan dikarenakan hal tersebut 
hanya bagian kecil saja, putusan tetap beracu pada fakta 
persidangan..” 
 Lebih lanjutnya Bernadette Samosir mengemukakan: 
“..mengenai hal  pemberitaan tentunya tidak mempengaruhi 
Saya dalam memberikan putusan, tetapi ketika berita tersebut 
positif, tidak ada salahnya kita Hakim ikut memperhatikan hal 
tersebut, selama fakta persidangan tidak tertutupi oleh macam-
macam pemberitaan, tetapi sejauh ini pemberitaan hanya 
memberikan pengaruh yang begitu sedikit bagi Hakim..”  65 
Dari beberapa jawaban yang dapat dirangkum oleh penulis 
dan dijadikan kesimpulan adalah sebagai berikut adalah dewasa ini 
ketika zaman begitu cepat dalam mobilitas terutama dalam 
perkembangan media baik tertulis maupun digital pengaruh dari hal 
tersebut tentunya begitu besar dan dampaknyapun besar bagi 
kehidupan bermasyarakat, melihat hasil wawancara tersebut 
bahwa setiap Hakim kurang lebih berpendapat pemberitaan sedikit 
banyaknya dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan 
Hakim dalam delik perkosaan, pemberitaan tersebut secara tidak 
langsung ikut mengambil andil dalam pemberian putusan dalam 
perkara apapun itu, sesuai dengan jawaban di atas bahwa Hakim 
juga dituntut untuk memahami pemberitaan yang ada dengan 
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tentunya melihat dari sudut pandang sejauh mana pemberitaan 
tersebut secara konstruktif membangun pola pikir dari seorang 
Hakim, Hakim dianggap perlu melihat pemberitaan dengan 
perspektif yang positif, apakah dianggap perlu diambil sabagai 
bahan pendukung dalam sebuah putusan atau sebaliknya. 
 Selain hal tersebut yang dapat penulis anggap penting adalah 
bahwasanya bukan hanya peranan Hakim saja yang diperlukan 
dalam pemberitaan, peranan pewarta atau pers perlu menyajikan 
berita secara berimbang atau dan dianggap perlu pewarta dan pers 
setidaknya memiliki dasar keilmuan tentang hukum dan 
persidangan. 
Kemudian erat relevansinya dengan persidangan penulis 
kemudian berupaya untuk mepertanyakan mengenai pengaruh 
keadaan Korban delik perkosaan dan terdakwa pelaku delik 
perkosaan, sejauh manakah pengaruh tersebut, apakah Hakim 
melihat perlunya hal tersebut, hal tersebut dapat kita lihat dari hasil 
wawacara penulis sebagai berikut di bawah ini. 
Penulis mengemukakan pendapat mengenai Morfologi 
hukum dan Struktur sosial yang terdapat dalam persidangan pada 
delik perkosaan, Menurut Bernadette Samosir. hal tersebut sangat 
tidak mempengaruhi penjatuhan putusan dalam aspek apapun, 
beliau mengatakan tidak serta-merta hal tersebut memperberat 
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sebuah putusan, lain halnya dengan Amiruddin Mahmud beliau 
berpendapat sebagai berikut: 
“..struktur sosial biasanya dilihatkan memang dituangkan 
dalam amar putusan sebagai keterangan, biasanya berpegaruh 
biasa juga tidak begitu berpengaruh, sedangkan morfologi 
terkadang sudah sulit disebabkan baik terdakwa/korban sudah 
bersikap koperatif/sopan,biasanya yang melihat hal tersebut polisi 
dalam melakukan penangkapan yah..”  
 
 Amiruddin menambahkan bahwasanya: 
 “..seperti pekerjaan terdakwa, pendidikan terdakwa bisa 
dikatakan begitu berpengaruh,apabila pendidikannya tinggi 
seharusnya melihat mereka mengetahui hal yang tidak bisa 
dilanggar, atau paham akan hukum.. dan sebaliknya dapat kita 
asumsikan bahwa mereka minim pengetahuan, begitu pula dengan 
pekerjaan, tetapi hal tersebut merupakan pendukung saja..”  66 
Ristanti Rahim berpendapat: 
“..selama Saya menjadi Hakim Saya jarang melihat hal 
tersebut secara detail yah, selama fakta persidangan hal tersebut 
berkaitan maka Saya melihatnya, tetapi apabila tidak maka hal 
tersebut sama sekali tidak mempengaruhi putusan secara 
langsung..” 67 
Mengenai morfolgi dan struktur sosial penulis dapat 
menjelaskan sebagai berikut, morfologi Hukum adalah kedudukan 
derajat hubungan emosional dalam hal ini kelembagaan antara 
aparat penegak hukum dengan tersangka atau terdakwa dengan 
saksi korban, sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini 
seorang Hakim tidak dapat menangani perkara pidana yang ada 
kaitan secara semenda atau sedarah, hal tersebut tentunya tidak 
diperbolehkan dikarenakan dianggap dapat mempengaruhi hasil 
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dari putusan yang akan diberikan, selain itu hal tersebut juga diatur 
pada Pasal 17 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Seorang 
Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 
hubungan sedarah atau semenda...”  sehingga jelas bahwa Hakim 
harus mengundurkan diri agar terhindar dari pengaruh yang akan 
memberikan putusan,sedangkan yang dimaksudkan dengan status 
atau struktur sosial adalah kedudukan kemampuan ekonomi 
seseorang dalam hal ini yaitu kedudukan terdakwa maupun korban 
dimata masyarakat.68 
 Penulis dapat menambahkan keadaan morfologi seseorang dapat 
juga dilihat secara kasat mata yaitu berupa, keadaan fisik 
seseorang yang yang cenderung melakukan tindak pidana hal 
tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lambroso 
yaitu teori born criminal.69 
 Melihat baik morfologi hukum dan struktur sosial di atas 
sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, 
bahwa Hakim melihat hal tersebut berpengaruh dengan pemberian 
putusan dalam delik perkosaan, misalnya ketika Hakim melihat 
pekerjaan dari seorang terdakwa dalam delik perkosaan, Hakim 
dapat terpengaruh, begitu pula dengan tingkat pendidikan dari 
seorang terdakwa tentunya dapat mempengaruhi keputusan Hakim, 
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selama hal tersebut tidak jauh berbeda dengan fakta yang ada, 
pendapat Hakim di ataspun menambahkan bahwasanya semua hal 
tersebut terdapat dalam amar putusan yang dapat mempengaruhi 
Hakim dalam memberikan putusan. 
Kuat hubungannya dengan morfologi dan strukur sosial, penulis 
menyakanan secara personal kepada dua Hakim perempuan dan 
seorang Hakim laki-laki, mengenai apakah dalam memutuskan 
delik perkosaan, ikatan emosional antara korban yang berupa 
perempuan dengan Hakim seorang perempuan, memiliki pengaruh 
secara tidak langsung? Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Maros 
Ristanti Rahim berpendapat sebagai berikut: 
 “..Masalah ikatan emosional, antara Hakim dan Korban 
perkosaan sebenarnya tidak dapat digambarkan secara luas, sebab 
Hakim harus terlihat independen dalam menjalankan tugasnya, 
tetapi bagaimanapun secara naluriah hal tersebut terkadang terlihat 
berpengaruh, Saya pribadi melihat hal tersebut diluar konteks 
persidangan, setelah setiap fakta-fakta kejahatan terkumpul, 
melihat korban merupakan salah satu hal yang terpenting” 70 
 
Pendapat Bernadette Samosir sedikit berbeda dengan 
mengatakan: 
 “ikatan emosional tidak dapat diukur, sehingga hal tersebut 
tidak dapat dikatakan serta merta mempengaruhi putusan, tetapi 
ketika hal tersebut tertuangkan secara besar dalam kesaksian 
korban dan kemudian dimasukkan dalam amar putusan yang 
tentunya dijadikan fakta untuk pemberatan dalam sebuah putusan 
perkosaan..” 71 
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Pendapat dari Amiruddin Mahmud menjelaskan: 
 
 “..melihat Hakim perempuan maupun Hakim laki-laki sudah 
sering menjadi pembahasan, sebenarnya tidak ada yang begitu 
berbeda, Hakim laki-lakipun bisa terikat secara emosional, tetapi 
Hakim perempuan melihatnya dari beberapa aspek, sebut saja 
perempuan dikodratkan mengandung, jiwa penyayang yang tak 
terbatas sehingga hal tersebut terlihat begitu besar, tetapi dapat 
Saya katakan berpengaruhnya hal tersebut tergantung perspektif 
Hakim dalam menafsirkan ikatan yang tidak terlihat tersebut..” 72 
 
Hal di atas dipertanyakan oleh Penulis mengingat hal tersebut 
merupakan salah satu variavel dari penelitian yang membedakan 
Hakim perempuan dan Laki-laki, yang dapat penulis kemukakan 
bahwasanya hal tersebut berpengaruh dalam pemberian putusan 
tetapi tidak serta merta merubah setiap fakta-fakta yang ditemukan 
dalam sebuah delik perkosaan, dan juga meskipun Hakim 
perempuan terpengaruh dalam hal ini integritas dan independensi 
tetap yang paling utama dalam memberikan sebuah putusan. 
Sesuai dengan latar belakang serta tinjauan pustaka di atas 
penulis, kembali memberikan pertanyaan yang berkenan dengan 
pengaruh-pengaruh lain bagi Hakim dalam memberikan putusan 
pada delik perkosaan, penafsiran-penafsiran serta teori apa yang 
digunakan, yang erat hubungannya dengan pengambilan putusan, 
seperti misalnya apakah pengalaman seorang Hakim dalam 
persidangan membantu atau memberikan pengaruh kepada 
pemberian putusan pada delik perkosaan, Apakah instink atau 
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intuisi dapat membantu, atau apakah setiap Hakim melihat 
keseimbangan antara perkara dan dampak bagi masyarakat?  
Ristanti Rahim menjawab sebagai berikut: 
“..mengenai masalah pengalaman Saya selama menjadi 
seorang Hakim, tentunya hal tersebut Saya melihatnya sebagai 
tambahan saja, pengalaman Saya dalam memberikan putusan 
pada delik perkosaan juga sudah cukup banyak, tetapi Saya tidak 
berkiblat pada putusan terdahulu..”73 
 
Adapun tanggapan dari Amiruddin Mahmud mengenai 
pengalamannya adalah: 
“..bisa saja dilihat perlu pengalaman dalam memutuskan 
sebuah perkara, tapi hal tersebut jarang, hal itu harus dibarengi 
dengan kesamaan fakta atau unsur dari sebuah perkara, dalam hal 
ini perkosaan, sedangkan dalam hal instink, Saya juga terkadang 
menggunakan instink, tetapi bukan untuk putusan, melainkan untuk 
menganalisa lebih lanjut dari sebuah perkara..” 74 
 
Lain halnya dengan Bernadette Samosir beliau berpendapat 
kurang lebih pengalaman dalam pemberian putusan pada delik 
perkosaan dapat disamakan dengan keahlian seorang Hakim 
dalam melihat kembali putusan terdahulu atau dalam hal ini 
yruisprudensi, seperti yang telah dipaparkan oleh penulis 
sebelumnya. 
“..keahlian Hakim ketika dilihat dipengalaman maka luas 
cakupannya, sebenarnya hal tersebut sama saja dengan 
dipergunakannya yurisprudensi dalam mengambil putusan, melihat 
kembali pengalaman-pengalaman dalam putusan tersebut tentunya 
hal tersebut berpengaruh apabila ada kesamaan dalam sebuah 
perkara” 
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 Lebih lanjutnya mengenai instink maupun intuisi beliau berpendapat 
sebagai berikut: 
  “..mengenai instink mungkin bisa dikatakan tentang 
keyakinan seorang Hakim, dimana Hakim setelah melihat sebuah 
delik perkosaan, yaitu dengan melihat fakta yang ada maka 
cenderung muncul sebuah keyakinan awal untuk menjadi dasar 
dalam pemberian putusan pada delik perkosaan..” 75 
 
  Mengenai hal di atas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwasanya hal tersebut tercermin dengan teori-teori yang kurang 
lebih dipaparkan di atas, bahwa dalam pengambilan putusan 
terkhusus pada delik perkosaan,ada pengaruh-pengaruh yang 
dapat dikatakan memberikan sumbangsi terhadap kinerja seorang 
Hakim. Seperti misalnya seorang Hakim dalam memberikan 
putusan dalam hasil wawancara di atas Hakim bisa melihat kembali 
pengalaman-pengalaman dalam persidangan terdahulu, salah satu 
Hakim menjelaskan hal tersebut menuntut Hakim bersifat konsisten 
dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, Hakim 
dianjurkan untuk melihat perkara-perkara yang serupa dalam hal ini 
pada delik perkosaan, sehingga putusan yang diberikankanpun 
tidak berbeda atau tidak jauh berbeda dari putuan terdahaulu, agar 
supaya tidak adanya ketimpangan didalam masyarakat akan 
penerimaannya, sehingga dalam hal tersebut Hakim juga harus 
memperhatikan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. 
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  Selain hal tersebut pengaruh instink atau intuisi juga 
dianggap berpengaruh, beberapa Hakim secara gamblang 
mengutarakan bahkan dalam proses persidangan Hakim sudah 
mempunyai keyakinan bahkan sebelum diberikannya putusan 
dalam delik perkosaan, keyakinan tersebut bisa dijadikan acuan 
oleh Hakim dalam pemberian putusan, Hal tersebut juga berlaku 
terhadap intuisi serorang Hakim dengan hanya melihat perkara 
yang disidangkan, seberapa sering delik perkosaan terjadi dan 
memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat, hal-hal 
tersebut tentunya diperlukan untuk memberikan putusan yang adil, 
Hakim juga melihat keseimbangan antara besarnya pengaruh delik 
perkosaan dan pengaruh dalam masyarakat. Tentang adanya 
kebijaksanna penulis melihat bahwasanya hal tersebut diperlukan 
oleh Hakim dalam melindungi segenap masyarakat akan dampak 
dari putusan yang diberikan. 
  Sedangkan mengenai keyakinan, penulis dapat 
menambahkan bahwa tersebut dengan kata lain dikatakan 
pembuktian berdasarkan keyakinan yang dimana hal tersebut 
didasarkan atas nurani Hakim itu sendiri, selain itu ada yang 
dikatakan dengan keyakinan yang berdasarkan alasan yang logis 
dengan maskud seorang Hakim melihat pemikiran yang logis dalam 
memutuskan sebuah perkara dengan alasan-alasan yang sesuai 
dengan fakta persidangan. 
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  Sesuai dengan penjelasan penulis di atas mengenai hal-hal 
yang memberatkan dan memperingan secara normatif sesuai 
dengan hasil wawancara yang didapatkan, kemudian penulis 
memaparkan pertanyaan mengenai hal yang sama tetapi secara 
psikologis berikut adalah hasil yang didapatkan, pada wawancara 
terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 
Amiruddin Mahmud yang menjawab sebagai berikut: 
“..yang memberatkan serta meringankan secara psikologis 
adalah ketika Hakim melihat Korban maupun terdakwa dalam delik 
perkosaan, yaitu Korban terlihat secara visual mengalami trauma 
yang berat, atau bisa dikatakan ketika saksi korban terlihat 
menangis dalam persidangan, bagi Saya hal tersebut tentunya 
berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh, dari sisi terdakwa ketika 
berimbang, terdakwa terlihat ada raut penyesalan ataupun terlihat 
merasa bersalah,maka hal tersebut dapat setidaknya meringankan 
putusan, tetapi sebaliknya ketika terdakwa terlihat tidak ada 
penyesalan maka tentunya berpengaruh sebaliknya pula..” 
  
Selanjutnya beliau berpendapat: 
 
“lain halnya diluar sidang yah, apalagi dalam delik perkosaan 
bisa saja hal yang mempengaruhi putusan adalah keadaan 
masyarakat dalam menanggapi delik perkosaan, apakah perkosaan 
itu meresahkan masyarakat, apakah terdakwa di mata masyarakat 
baik atau tidak ,Saya sebagai Hakim melihat hal tersebut sebagai 
hal yang dapat memberatkan..” 76 
 
Adapun pendapat Ristanti Rahim mengenai hal di atas: 
 
“ kalau Saya melihat Psikologis seseorang dapat saja 
terpengaruh, Saya juga sebagai Hakim bisa terpengaruh, melihat 
hal yang memberatkan serta meringankan secara psikologis bisa 
dikatakan keadaan dan dampak yang akan dihasilkan dari putusan 
dari delik perkosaan, bisa dikatakan yang memberatkan itu dilihat 
dari tindak pidana itu sendiri, masyarakat melihat perkosaan itu 
sebagai kejahatan yang bisa dikatakan sangat besar sehingga 
dinilai dari masyarakat hal tersebut dapat memperberat, yang 
                                                          
       76 Amiruddin Mahmud,Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 21 Maret 2017 
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meringankan tentunya jarang Saya temui, ketika melihat sisi 
terdakwa tentunya harus adanya penyesalan dan terus terang dari 
terdakwa, Saya bisa saja menganggap hal tersebut 
meringankan..dari segi korban, tentunya trauma yang didapatkan..” 
77 
  
Tidak jauh berbeda pendapat Bernadette Samosir mengenai hal 
tersebut adalah : 
“diluar ketentuan secara normatif yang memberatkan bagi 
Saya ketika Saya pribadi sebagai Hakim, contohnya melihat 
terdakwa yang dimana pada fakta persidangan telah cukup bukti 
tetapi terkadang seorang terdakwa masih berbelit-belit dalam 
keterangannya dan cenderung tidak ada penyesalan, tapi hal 
tersebut bukan semata-mata memperberat terdakwa, Kita juga 
tidak dapat melihat satu sisi saja, bisa juga kita melihat korban 
tetapi melihat kesalahan dari orang tuan korban, misalnya dalam 
menjaga anaknya, atau pemberian pengawasan yang kurang 
maksimal, hal tersebut juga mempengaruhi dan dapat meringankan 
putusan yang dapat diberikan ke terdakwa..”78 
 
Melihat hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di atas 
penulis merasa perlu menjelaskan bahwa pengaruh secara 
psikologis tersebut seperti ukuran sejauh mana Hakim melihat yang 
memperberat dan memperingan dalam delik perkosaan, setiap 
Hakim berpendapat hampir serupa, bahwa hal tersebut tidak serta- 
merta merubah fakta dari delik perkosaan, tetapi hal tersebut tidal 
terlihat secara kasat mata mempengaruhi Hakim, sebab hal tesebut 
hanya Hakim yang dapat mengukurnya, seperti hal akan keadaan 
korban dan terdakwa, dalam menjawab pertanyaan Hakim, apakah 
terdakwa berlaku kooperatif dan sopan dalam persidangan ataupun 
sebaliknya. 
                                                          
       77 Ristanti Rahim,Hakim Pengadilan Negeri Maros, 22 Maret 2017 
       78 Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, 20 Maret 2017 
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Sebagai hal terakhir yang dipertanyakan penulis, yaitu 
bagaimana tanggapan masing-masing Hakim dalam fenomena 
sejauh manakah pengaruh psikologis dalam pemberian putusan 
pada delik perkosaan, penulis dapat menarik benang merah 
sebagai berikut, Hakim berpendapat hal tersebut meskipun kecil 
kemungkinan mempengaruhi sebuah putusan, tetapi tetap saja 
dapat memberikan faktor pendukung dalam mencapai sebuah 
putusan. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa 
beranggapan hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam 
pengambilan putusan, sebab sekecil apapun pengaruh tersebut 
dapat memberikan dampak bagi setiap pihak termasuk  
masyarakat. 
Hakim lain beranggapan hal tersebut besar kecilnya 
pengaruh tetap memperhatikan fakta dalam persidangan, apakah 
secara normatif terpenuhinya unsur-unsurnya, apakah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut tetap yang paling 
penting dari sebuah pemberian putusan, adapun pengaruh diluar 
persidangan, baik berupa pemberitaan media massa atau keadaan 
psikologis korban dan terdakwa serta keadaaan masyarakat dalam 
penerimaannya. 
Hakim lain berpendapat putusan yang dihasilkan tentunya 
harus mencerminkan keadilan dalam masyarakat, sebuah putusan 
berupa output yang secara filosofis mengandung keadilan, secara 
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normatif ada kepastian hukum dan secara sosiologis terdapat 
kemanfaatan hukum dan tidak sebaliknya yaitu menghasilkan 
keputusan yang diskriminatif dalam hal ini pada delik perkosaan. 
Mengenai sebuah putusan pada delik perkosaan, 
seyogyanya memenuhi syarat teoritis dan praktis, yang dimaksud 
dengan syarat teoritis adalah karya ilmiah yang logis,sistematis dan 
metodis, dimana putusan tersebut senantiasa mencerminkan nilai-
nilai yang filosofis yaitu berupa keadilan, selain itu sebuah putusan 
harus memenuhi syarat yuridis yang didasari oleh dasar hukum 
yang kuat serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian 
hukum. Putusan juga harus melihat syarat sosiologis yang memberi 
rasa keadilan  dan memulihkan hubungan sosial antara setiap 
pihak, sehingga terhindarnya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak 
lupa pula harus adanya aspek psikologis yang memberikan rasa 
damai serta puas bagi setiap pihak yang terlibat didalamnnya dan 
yang terakhir adalah terpenuhinya syarat religius yang dimana 
setiap putusan yang diberikan oleh Hakim sebagai aparat penegak 
hukum didasari oleh ketuhanan yang dimana hal tersebut selalui 
diawali dengan ketuhanan yang maha Esa. 
Dalam kaitannyapun hal tersebut sesuai dengan Blackburn 
yang mengatakan bahwa bidang Psyco-legal issues meliputi 
penelitian dalam kesaksian, pengambilan keputusan juri atau 
Hakim , bidang kriminologi meliputi penelitian sebab, langkah 
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preventif dan kuratif perilaku kriminal dan perdampingan di 
pengadilan dilakukan melalui peran sebagai saksi ahli di 
pengadilan. Dalam hal ini selain Hakim yang dijadikan objek 
penelitian, kita tidak bisa melepas kaitan Hakim dan keadaan 
persidangan, sehingga ada juga yang dikatakan dengan Forensic 
Pshycology yang melihat atau mengamati dari segi persidangan 
berjalan, melihat korban dan terdakwa sehingga dapat disimpulkan 
kesemuanya berperan bagi Hakim dalam memberikan putusan 
dalam delik Perkosaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 
1. Dalam hal pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan 
pada delik perkosaan seorang Hakim mempertimbangkan hal 
tersebut berdasarkan peraturan-peraturan dalam hal ini KUHP 
Pasal 285 dan perundang-undangan yang berkaitan langsung 
dengan delik perkosaan, Hakim dituntut tetap melihat fakta 
persidangan dengan relevansinya terhadap perundang-
undangan secara normatif dan melihat untuk terpenuhinya  sisi 
materil dari perundang-undangan, Hakim juga melihat akan 
terpenuhinya unsur-unsur dalam delik perkosaan sehingga 
Hakim dapat memberikan putusan yang didalamnya terdapat 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, terlepas dari hal 
tersebut dalam skripsi ini Hakim tetap selalu berpegang teguh 
dengan kode etik serta peraturan yang mengikat seorang 
Hakim secara hukum. 
2. Dalam pertimbangan Hakim secara psikologis, Hakim tentunya 
dapat terpengaruhi oleh beberapa faktor, dalam skripsi ini 
penulis melihat bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi 
pemberian putusan dalam delik perkosaan, Hakimpun 
menekankan selama dalam putusan tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan secara materil maka dapat dikatakan 
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tidak apa-apa pengaruh psikologis Hakim menjadi salah satu 
tambahan. Faktor-faktor Psikologis tersebut antara lain adalah 
pengaruh kepribadian seorang Hakim, gender atau jenis 
kelamin serta keadaan lingkungan sekitar Hakim, selain 
pengaruh di atas pengaruh diluar persidangan yang berupa 
pemberitaan media massa dan faktor morfologi serta struktur 
sosial dianggap penting dalam pemberian putusan selama 
seorang Hakimm dapat bertanggungjawab akan putusannya 
dan menjaga intergritas dan kode etik yang telah ditentukan. 
B. SARAN 
 
1. Hakim sebagai salah satu aparat penegak Hukum yang 
berperan penting dalam menciptakannya keadilan bagi setiap 
pihak dalam sebuah delik perkosaan, harus tetap berpegang 
teguh dengan segala peraturan yang mengatur kekuasaan 
kehakiman dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim harus 
melihat setiap aspek dalam delik perkosaan dengan beberapa 
kecamata atau perspektif yang berbeda, sehingga putusan 
yang diberikan memberikan tidak bersifat satu aspek semata 
tetapi putusan yang bersifat progresif yang didalamnya 
mengandung tujuan dari hukum itu sendiri. Selain hal tersebut 
Hakim tetap memperhatikan sebuah putusan yang diberikan 
dengan melihat terlebih dahulu dampak serta akibat apa yang 
akan berlaku dalam masyarakat dalam pemberian putusan 
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dalam delik perkosaan, selain hal tersebut penulis berharap 
bahwa setiap manusia yang menjadi subjek hukum melihat 
putusan seorang Hakim adalah putusan yang didasari oleh 
peraturan yang telah ditetapkan. 
2. Mengenai pertimbangan yang dipengaruhi secara psikologis 
Hakim yang dalam penelitian sebelumnya mengatakan hal 
tersebut berpengaruh secara tidak kasat mata, dalam hal ini 
Hakim tetap harus melihat hal tersebut secara positif bahwa 
bisa saja dijadikan sebagai sebuah referensi tetapi pada 
pendiriannya putusan Hakim dalam delik perkosaan harus 
bebas dari intervensi yang dimana hal tersebut bisa 
memberikan dampak yang negatif bagi setiap pihak dan 
kehidupan bermasyarakat. Selain hal tersebut dalam penelitian 
ini sebaiknya Hakim dalam pemberian putusan terhindar dari 
Hal dimana Hakim dapat menghasilkan putusan yang 
diskriminatif dan cenderung memberikan kesan yang tidak baik 
bagi setiap pihak. Adapun dalam hal penerimaannya putusan 
oleh Hakim terlepas dari ada tidaknya pengaruh secara 
psikologis, masyarakat harus tetap melihat Hakimpun diatur 
dan dilindungi secara hukum. Terakhir adalah bahwa Hakimlah 
dalam hal pemberian putusan deli perkosaan yang dianggap 
mengetahui setiap fakta-fakta dalam sebuah persidangan. 
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